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PERAN APARAT DESA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN 

BUPATI PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG 

PEDOMAN PSBB DALAM PENCEGAHAN PENANGANAN PANDEMI 

COVID-19 PERSPEKTIF FIQH SIYA>SAH 

(STUDI DI DESA MARUYUNGSARI PANGANDARAN) 

 

ABSTRAK 

Titin Tri Hartini 

NIM. 1817303084 

 

Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri 

 

Bermula dari akhir tahun 2019 warga Indonesia dikhawatirkan dengan 

adanya virus yang sangat cepat menular yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19), Hal ini tentu menyangkut kesiapsiagaan negara Indonesia untuk menghadapi 

potensi penularan Covid-19 termasuk siap sigap dari pemerintah daerah.  PSBB 

menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus, namun 

kerap kali sebuah kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik terutama pada 

masyarakat desa, dikarenakan adanya beberapa faktor.  Berdasarkan hal 

tersebut,rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas 

Aparat Desa dalam Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran No 40 Tahun 

2020 Tentang Pedoman PSBB di Desa Maruyungsari. 

Jenis penelitian yang digunakan metode lapangan (field research)  dengan 

metode pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.   

Berdasarkan Hasil penelitian bahwa dibentuknya peraturan tersebut 

sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan covid-19 yang 

betujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan dalam rangka 

menekan penyebaran covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat 

covid-19. Dan Dalam tinjauan  fiqh siyasah mengenai tindakan yang dilakukan 

oleh aparat Desa Maruyungsari guna memperlambat penularan virus, sudah sesuai 

dengan konsep dari tinjauan fiqh siyasah sendiri. 

 

Kata Kunci: PSBB, Peraturan Bupati,  Fiqh Siya>sah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA 

ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa| S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

H ح } H} Ha (dengan titik di bawah) 

 Kha‘ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

<<<<<<<<<<\<<<<Z|al Z ذ \\\\| Zet (dengan titik di atas) 

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S{ad S{ Er (dengan titik di bawah) ص
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 D{ad D{ De (dengan titik di bawah) ض

 T{a‘ T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ...’... Koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

  Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf  yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh:  

rābbukum -بُّكُمْ ر  َ 

ummatan  – ْْامُِّة

C. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 

1) Ta marbūṭah hidup 

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 

ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbūṭah mati 

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya  

adalah /h/. 

Contoh: 

Ta‘ Marbu>t}ah di akhir kata bila dimatikan ditulis h 
 

ْسياسة Ditulis Siya>sah 

 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

contoh: 

ةو اْحِد   َْ َ Wa>hidah 

 

D. Vokal 

1) Vokal Tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ ´ Fath{ah Fath{ah A 

  ِ ¸ Kasrah Kasrah I 

  ِ ˚ D{amah D{amah U 

 

2) Vokal Rangkap (diftong) 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 

Tanda dan 

Tanda dan Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

  َ
 Fatḥah dan ya Ai a dan i يَ    

و  َ 
 

  َ  

Fatḥah dan 

wawu 
Au a dan u 

 

E. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

 ...ا…

fatḥah dan alif  

Ā 

a dan garis di 

atas 

يَ     …. 
Kasrah dan ya  

Ī 

i dan garis di 

atas 



 

 

 x 

َ   و ---  َ -- 

ḍamah dan 

wawu 

 

Ū 

u dan garis di 

atas 

 

F. Kata Sandang Alif +Lam 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qomariyyah.  

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

 Baik itu huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung 

atau hubung. 

Contoh :  

ل ك ـِبْ ا    - al-kitaba 

 an-na>si – النَّاسِْ

G. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah 

itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. Contoh: 
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh: 

ar-rāziqīn khair lahuwa innallāha wa  :ْْْْْْْينقزالراريخْلوهْهللاْناو 

waal-mīzan al-kaila aufū fa :ْْْْْْْْْْناليزماوْللكياْاوفواف 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandang. 

Contoh: 

 .Wa māMuḥammadun illā rasūl لْوسرْاالْدحمامو

 Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn ينلبماْقفالابْهارْدقلو

 

Hamzah di 

awal 

 Akala اكل

Hamzah di 

tengah 

 ta‟khuz|ūna تأخذون

Hamzah di 

akhir 

 an-nau‟u ءوّّ نلا
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MOTTO 

 

―Kau Harus Paham Bahwa Impian Adalah Hal Yang Harus Dicapai‖ 

-Boy Chandra- 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perangkat Desa adalah kepala pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Perangkat desa mengawasi semua kegiatan desa. Perangkat desa yang 

berperan dipandanga sebagai wakil rakyat yang dipilih dan dipilih langsung 

oleh masyarakat desa. Kemampuan, bakat, keterampilan, dan sifat 

kepemimpinan mereka memberi mereka kemampuan untuk secara efektif 

melaksanakan tanggung jawab mereka. Selain menjalankan aktivitasnya 

sendiri, perangkat desa juga memiliki tanggung jawab terkait perannya dan 

koordinasi aktivitas kerja antar anggota tim.
1
 

 Kedudukan Perangkat Desa atau lebih mudahnya kepala desa yang 

memimpin penyelenggaraan Desa yang ikut melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, bahwa Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan, menegakkan 

pembangunan Desa, pengembangan jaringan Desa, dan pemberdayaan 

jaringan Desa.
2
  

                                                 
1
Wayan Mahayan, Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa 

Parak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, (Kutai Timur: 2018) Jurnal Vol. 1, No, 2, 

hlm. 2.  
2
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Tentang Desa  
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 Aparat desa disebut sebagai mobilisator ini sangat penting karena 

kepala desa menggerakan atau mengajak masyarakat untuk melakukan 

tindakan nyata, dalam hal ini peran aparat desa sebagai penggerak atau garda 

terdepan mengajak masyarakat dalam mencegah penularan virus covid-19. 

 Virus Corona atau dalam singkatanya yaitu Corona Virus Disease 

(COVID-19), adalah bagian dari keluarga virus yang telah menyebar dengan 

cepat di seluruh pelosok dunia. Virus yang muncul pada akhir tahun 2019 

terus meningkat sampai tahun 2020 telah banyak korban jiwa berjatuhan yang 

diakibatkan oleh virus tersebut.
3
 Dalam penularanya, covid-19 ini menyerang 

manusia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orangtua yang sudah 

lanjut usia.
4
Adanya covid-19 tentu sangat berdampak di masyarakat termasuk 

yang penting dampaknya mengganggu pada kesehatan,  pemerintah pun 

diharuskan untuk mengambil langkah cepat dan siap menjadi garda terdepan 

yaitu dengan menerbitkan kebijakan atau peraturan yang dimana hal ini 

bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19.
5
 

 Untuk meminimalisir  jumlah orang yang terkonfirmasi covid pada 

Indonesia, pemerintah dunia meminta semua elemen masyarakat harus 

berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang pandemi corona 

                                                 
3
Hariyanto, Hariyanto, ―Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di 

Tengah PandemiCovid-19‖, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No.3, tahun 2021, 

hlm.  593.  

4
Rismana, Daud, &  Hariyanto, Hariyanto,  ―Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam 

Kebijakan Vaksinasi di Tengah PandemiCovid-19‖, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 

9, No.3, tahun 2021, hlm.  598.  

5
Fifianti, Alyas Alyas, and Ansyari Mone, Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa di Desa Patani Kecamatan Mappkasungu Kabupaten Takalar, 

“Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik 4(3): 282, doi: 10.26618/kjap. V4i3. 1644.  
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tersebut. Pasalnya, virus ini telah menyebar lebih dari 100 negara sejak 

Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah 

mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk melakukan cegah tangkal terhadap 

terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia 

sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.   

 Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam mengetahui hal tersebut. 

Berbagai cara dan upaya dikerahkan guna menanggulangi wabah yang tak 

kunjung reda. Upaya pemerintah dalam rangka penanganan covid-19 

diantaranya dengan menetapkan kebijakan terkait PSBB
6
. PSBB adalah 

langkah pertama pemerintah dalam menangani wabah covid-19 pada waktu 

itu, penetapan tersebut merupakan kebijakan yang wajib diterapkan diseluruh 

wilayah Indonesia.
7
 Begitu halnya di Desa Maruyungsari Pangandaran yang 

mana kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 5 Mei 2020 yaitu mengenai 

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam 

rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  

 Penerapan PSBB sendiri dilakukan di karenakan penularan virus 

covid-19 di Kabupaten Pangandaran semakin meningkat dan di pelosok desa 

Maruyungsari jumlah positif pun secara cepat meningkat sehingga pemerintah 

Pangandaran mengambil langkah dan menerapkan peraturan PSBB untuk 

memperlambat rantai penularan covid-19 sehingga jumlah positif dapat 

                                                 
6
Hariyanto, Hariyanto, ―Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di 

Tengah PandemiCovid-19‖, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9.,No.3.,2021, hlm. 

598. 
7
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan  Kesehatan 

Masyarakat.  
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menurun secara perlahan. Dalam penerapan PSBB di Kabupaten Pangandaran 

sebagaimana dapat diketahui bahwa ada beberapa peraturan yang harus di 

ikuti contohnya menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak 

jika ingin keluar rumah dan jika ingin keluarpun hanya dalam keadaan penting 

saja jika tidak penting maka dirumah saja, dan ada pula petugas mengawasi 

kendaraan di sejumlah titik batas dan beberapa kendaraan komersial antarkota 

yang masih beraktivitas dihentikan, sekolah atau kampus di larang untuk 

beraktivitas selayaknya seperti biasa dalam artian saat keadaan masih normal 

dan di beralihkan kepada kegiatan sekolah atau kuliah online di rumah 

masing-masing, kantor-kantor pun juga dilakukan secara online, dan 

penutupan dalam tempat pembelanjaan, tempat wisata, dan tempat hiburan 

agar kiranya rantai penularan virus covid-19 dapat dicegah dan tidak 

terjadinya penambahan jumlah positif.    

 Perilaku masyarakat yang minim kesadaran dari sebelum terdampak 

virus sampai terkabar virus pun melihat terdapat kebijakan tersebut dirasa 

tidak begitu mempunyai dampak yang signifikan hanya saja memang 

memperlambat penyebaran virus pada saat itu. Kebijakan PSBB dipercaya 

masih kurang efektif, karena perilaku masyarakat yang diketahui tidak begitu 

antusias ketika ada kebijakan baru, walopun itu kebijakan darurat. Dalam hal 

ini aparat Desa Maruyungsari bergerak cepat mengenai permasalahan ini.  

 Dalam Islam, pengaturan mengenai perilaku pemerintah dan warga 

Negara supaya tercipta ketertiban bersama, di atur dalam fiqh siya>sah. Fiqh 

Siya>sah berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh 
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siyasah merupakan paham yang mendalam. Sehingga dipahami bahwa fiqh 

merupakan upaya benar-benar dari para ulama untuk menggali aturan-aturan 

syara‘ sehingga bisa diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan istilah siyasah 

berasal dari sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah.  Tujuan siyasah 

merupakan mengatur, mengurus dan menciptakan kebijaksanaan atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk meliputi sesuatu.
8
 Jadi, kesimpulan bahwa fiqh 

siyasah merupakan salah satu aspek aturan Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

 Maka dari itu, pentingnya fiqh siyasah pada pemerintahan, dimana 

fiqh siyasah merupakan lebih mementingkan kemaslahatan untuk masyarakat 

umum, dan menolak segala jenis kerusakan. Setiap insan dianjurkan untuk 

terus mensyukuri nikmat Allah SWT dan Allah memerintahkan manusia untuk 

menaati pemimpin, Allah menjadikan ketaatan pada pemimpin dalam urutan 

ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.  

 Dalam penelitian ini akan berfokus pada salah satu bagian dari  fiqh 

siyasah, yang dikemukakan oleh Teuku Muhammad Hasbi yang didalamnya 

terdapat konsep siyasah tanfidziyyah yaitu membahas mengenai aplikasi atau 

pelaksanaan dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh yang paling 

pemimpin.  

                                                 
8
Muhammad Iqbal, (cet. Ke-1), Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Prenada media, 2014),  hlm. 2-4. 
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 Jadi, permasalahan yang penulis ambil adalah masih banyaknya 

warga desa yang belum sadar akan mematikannya virus ini, lantaran masih 

banyak dari masyarakat yang belum paham apa isi kebijakan berdasarkan 

PSBB tersebut. Hal demikian yang menciptakan warga rendah akan kesadaran 

menggunakan masker keluar rumah, jaga jarak dan mencuci tangan, 

melaksanakan aktivitas besar yang mengakibatkan kerumunan banyak orang.  

 Berdasarkan uraian di atas  maka peneliti ingin mengetahui dan 

meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran aparat desa dalam 

implementasi peraturan bupati Pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang 

pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan covid-19 dalam perspektif fiqh 

siya>sah.  

B. Definisi Operasional 

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi 

keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, 

diantaranya : 

1. Efektivitas  

Efektivitas adalah unsur pokok tercapainya tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun 
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program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti 

apa yang telah ditentukan sebelumnya.
9
  

2. Aparat Desa 

Istilah ―Desa‖ secara etimologi berasal dari kata ―Swadesi‖ bahasa 

sansekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri 

dan otonom.
10

 Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Desa atau nama lain di Indonesia merupakan salah 

satu model atau tingkat pemerintahan yang memiliki kekhasan. Kekhasan 

desa atau dengan nama lain itu terletak pada keanekaragaman adat istiadat, 

bahasa pakaian, budaya dan sebagainya.
11

 

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan 

yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya 

setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk 

sebagian orang. Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, 

orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, 

peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang 

                                                 
9
Oktarina Albizzia, dkk, ―Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 

2013 Dalam  Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta‖, Jurnal Pembangunan  

Masyarakat dan Desa, Vol.27, No.2, 2018, hlm. 26.  

10
Zuhraini, Hukum Pemerintahan Desa (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: 

Aura Publishing, 2017), hlm. 1. 
11

Zuhraini, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia 

(Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014), hlm. 69. 
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mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan 

membawakan sebuah perilaku tertentu.
12

 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa adalah kepala desa atau 

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa.
13

 

3. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman 

PSBB 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
14

 Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi 

adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang 

                                                 
12

Sarwono, sarlito W & Meinarno, Eko A, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2015).  
13

UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 
14

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Grasindo: Jakarta, 2002), 

hlm. 70. 
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dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya 

untuk mewujudkan kebijakan.
15

 

Bupati adalah konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan 

untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali 

kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Peraturan bupati 

adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang 

ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan 

pemerintah daerah.
16

 Disalurkan dalam peraturan bupati Pangandaran 

nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam pencegahan 

penanganan pandemi covid-19. 

Pengertian pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan 

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 

corona virus disease (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran covid-19.
17

 Pembatasan tersebut meliputi 

peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, 

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan 

sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan 

lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.  

                                                 
15

Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991), hlm. 21. 
16

Anonim,https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-

bupati.html, diakses 10 November 2021, Pukul 17.59 WIB.  
17

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam 

Pencegahan penanganan Covid-19, Pasal 1. 

https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html
https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html
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Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki 

peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit Covid-19 secara 

signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian 

serupa di wilayah atau negara lain.
18

 

4. Fiqh Siyasah 

Kata fiqih berasal dari fuqaha- yafqahu-fiqhan.Secara bahasa, 

pengertian fiqih adalah ―pemahaman yang mendalam‖. Kata ―faqaha‖ 

diungkapkan dalam Al-Qur‘an          sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya 

digunakan untuk pengertian ―kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat 

darinya‖. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qathi), fiqih 

merupakan ―ilmu‖ tentang hukum yang tidak pasti (zhanni) .
19

 Dari definisi 

ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para 

ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat 

diamalkan oleh umat islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam. fiqih 

siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Dan Sebagai ilmu ketataneggaraan dalam fiqih siyasah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan dan bagaimana cara-cara 

pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, 

                                                 
18

Dipna Videlia Putsanra, Arti PSBB yang dibuat untuk Cegah Penyebaran Covid-19, 

diakses melalui https://tirto.id/arti-PSBB-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-

Indonesia-eMXT, pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 15.40 WIB.   
19

Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam¸h. Ma‟ruf, al-munjid, hlm. 591 

https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-Indonesia-eMXT
https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-Indonesia-eMXT
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dan  kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan 

kekuasaanya
20

. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah diatas, maka secara 

metodologis bisa ditarik rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas aparat Desa Maruyungsari dalam 

mengimplementasikan peraturan bupati nomor 40 tahun 2020 tentang 

pedoman PSBB  dalam pencegahan penanganan Covid-19 ? 

2. Bagaimana Analisis Efektivitas aparat Desa Maruyungsari dalam 

mengimplementasikan peraturan bupati nomor 40 tahun 2020 tentang 

pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan Covid-19 perspektif fiqh 

siyasah? 

  

                                                 
20

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), hlm. 2-5. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji 

tentang : 

1. Untuk mengetahui Efektivitas aparat Desa Maruyungsari dalam 

mengimplementasikan peraturan bupati pangandaran nomor 40 tahun 2020 

tentang pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan Covid-19. 

2. Untuk menjelaskan dari analisis fiqh siyasah terhadap Efektivitas aparat 

desa dalam mengimplementasikan peraturan bupati pangandaran nomor 40 

tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan Covid-

19.  

Penelitian terhadap peran aparat Desa Maruyungsari dalam 

implementasi peraturan bupati pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang 

pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan Covid-19 Perspektif Fiqh 

Siyasah dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara teoritis 

Dalam penelitian ini yaitu Penulis berharap bisa memberikan 

kontribusi seputar pemahaman peraturan atau kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh Bupati yang berkaitan dengan Pencegahan Penyakit. Dan 

penulis berharap dapat menambah keilmuan dibidang kajian aturan yang 

fokus terhadap fenomena sosial. 

2. Manfaat Secara Praktis 



 

 

 

13 

Dalam penelitian ini yaitu dibutuhkan pemerintah daerah, Bupati 

bisa mengevaluasi kebijakan yang sudah dibuat. Dengan adanya penelitian 

ini, masyarakat diharapkan juga bisa mematuhi peraturan bupati yang 

sudah ditetapkan. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka menurut penelitian terdahulu yang relevan dilakukan 

supaya penulis mengetahui hal-hal apa saja yang diteliti dan apa yang belum 

diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang telah ada pada 

sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa 

dengan penelitian penulis, terkait pembahasan mengenai Implementai 

Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 Tentang pedoman PSBB dalam 

Pencegahan Penanganan Pandemi Covid-19, yaitu : 

1. Skripsi Karya Dian Herdiana, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi (STIA) Cimahi,  yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019”.
21

 Pada penelitian 

tersebut secara teori masih ada persamaan pada skripsi ini. 

Persamaannya yaitu terletak dalam objek yang diteliti yaitu 

Implementasi Upaya penanggulangan Covid-19. Hasil berdasarkan 

penelitian tersebut menyebutkan adanya implementasi kebijakan PSBB 

                                                 
21

Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Skripsi. Journal Unpad. Vol 2. No. 

2, 2020. 
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secara realitas ini kurang berjalan sepenuhnya. Karena yang menjadi 

target kelompok masyarakatnya itu tidak sepenuhnya paham terhadap 

kebijakan PSBB. Yang menjadi perbedaan dalam skripsi saya adalah 

bagaimana peran dan strategi baik yang dilakukan oleh aparat desa 

dalam MengImplementasikan Peraturan Bupati dalam Pencegahan 

penanganan Covid-19 di Desa Maruyungsari Kabupaten Pangandaran, 

selain itu juga terdapat Kajian dari Fiqh siayasah tentang peran desa.  

2. Skripsi karya Aprista Ristyawati, mahasiswa Universitas Dipenogoro,  

yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Masa Pandemi Corona 2019 Oleh Pemerintah Sesuai 

Amanat UUD NRI Tahun 1945”.
22

 Skripsi ini menjelaskan bagaimana 

mencegah penularan Covid-19 dalam Efektivitas kebijakan PSBB 

yang diterapkan oleh pemerintah. Pada penelitian tersebut secara 

kajian teori masih ada beberapa kecenderungan pembahasan tentang 

implementasi PSBB. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila 

dipandang menurut tinjauan kebijakan PSBB yang dipilih oleh 

pemerintah dalam menyikapi perkara covid-19 yang sedang terjadi, 

memang masih dalam proses pelaksanaan, namun di beberapa wilayah 

di Indonesia pula terdapat yang mengalami perkembangan 

menggunakan kebijakan yang ada. Namun, jika dikaitkan dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

                                                 
22

Aprista Ristyawati, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. 

Skripsi, E-jorunal.unpad.ac.id, Vol 3. No. 2, 2020.  
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kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena masyarakat merasa 

bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam ini yaitu 

kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Perbedaan 

dalam skripsi ini adalah membahas terletak pada rumusan masalah, 

pada skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah peran aparat 

Desa Maruyungsari dalam mencegah dan menangani pandemi dengan 

mengimplementasikan peraturan Bupati tentang pedoman PSBB dan 

melihat Pandangan dari ajaran islam yaitu Fiqh Siyasah. 

3. Karya Lisa Oktavia yang berjudul ―Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap 

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa 

Penggawa Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir 

Barat)”,tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang peran, 

tanggung jawab aparat desa dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya dalam hal pembangunan desa. Sedangkan dalam skripsi 

saya menjelaskan peran aparat desa, tanggung jawab aparat desa, dan 

wewenang aparat desa dalam mencegah fenomena atau kejadian yang 

mengenai kesehatan masyarakat setempat tidak aman dengan 

menerapkan aturan dari Bupati Pangandaran tentang Pencegahan 

penanganan Pandemi Covid-19.
23

 

4. Karya Wiranti, Ayun Sriatmi, Wulan Kusumastuti, dengan berjudul 

“Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan 

                                                 
23

Lisa Oktavia, Skripsi Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Desa 

Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan( Studi Di Desa Penggawa V 

Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, 2018. 
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PSBB dalam Pencegahan Covid-19” Universitas Dipenogoro.
24

 Dalam 

penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam hal pencegahan Covid-19. 

Dalam hasil penelitian tersebut, bahwa mayoritas masyarakat depok 

jenis kelamin perempuan lebih patuh terhadap kebijakan PSBB dalam 

mencegah Covid-19. Sedangkan dalam skripsi saya, membahas Upaya 

atau peran dari aparat Desa Maruyungsari, dan dari segi strateginya 

untuk semua masyarakat dalam menghadapi fenomena pandemi yang 

berbahaya dapat menular dengan siapa saja, dengan mendasarkan 

aturan dari Bupati dan ditinjau dari Perspektif ajaran islam Fiqh 

Siyasah. 

5. Karya ilmiah dari Nurul Rahmi Aulia, Nuryanti Mustari, Nursaleh 

Hartaman, yang berjudul “Dinamika Kebijakan Pemerintah 

Pembatasan Sosial Berskala Besar”.
25

 Pada karya ilmiah tersebut ada 

kesamaan dengan skripsi ini yaitu terdapat pembahasan mengenai 

Pencegahan Covid-19, hasil dari penelitian yaitu bahwa kebijakan dari 

pemerintah mengenai PSBB bisa mengurangi pencegahan penularan 

virus corona. Sedangkan skripsi saya meneliti peran aparat desa dalam 

menerapkan perbup pangandaran nomor 40 tahun 2020 tentang 

pedoman PSBB dalam pencegahan penanganan pandemi covid-19 serta 

dikaji dengan teori fiqh siya>sah.  

                                                 
24

Wiranti, Ayun Sriatmi, Wulan Kusumastuti, Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota 

Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19. 

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol 9. No. 3 September 2020. 
25

Nurul Rahmi Aulia, Nuryati Mustari, Nursaleh Hartaman, Dinamika Kebijakan 

Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19, Jurnal Studi 

Kepemerintahan, Vol 4. No. 1 Bulan April 2021.  
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Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas, yang terdiri dari 

3 (tiga) skripsi dan 2 (dua) jurnal : 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Dian 

Herdiana 

Implementasi 

Kebijakan 

Pembatasan 

Sosial Berskala 

Besar (PSBB) 

Sebagai Upaya 

Penanggulanga

n Corona Virus 

Disease 2019 

Kebijakan 

Yang mengatur 

tentang 

Pencegahan 

dan 

Penanggulanga

n Covid-19  

Dalam penelitian 

tersebut menjelaskan 

adanya implementasi 

kebijakan PSBB 

secara empiris ini 

kurang berjalan 

sepenuhnya. Karena 

yang menjadi sasaran 

kelompok 

masyarakatnya itu 

tidak sepenuhnya 

paham terhadap 

kebijakan PSBB. 

Sedangkan Penelitian 

yang saya angkat 

adalah bagaimana 

peran dan strategi 

baik yang dilakukan 

oleh aparat desa 
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dalam 

MengImplementasika

n Peraturan Bupati 

dalam Pencegahan 

penanganan Covid-19 

di Desa Maruyungsari 

Kabupaten 

Pangandaran, selain 

itu juga terdapat 

Kajian dari Fiqh 

siya>sah tentang peran 

desa.  

 

2.  Aprista 

Ristyawat

i 

Efektivitas 

Kebijakan 

Pembatasan 

Sosial Berskala 

Besar Dalam 

Masa Pandemi 

Corona 2019 

Oleh 

Pemerintah 

Sesuai Amanat 

Tindakan 

dalam 

mencegah 

penularan 

Covid-19 

dengan melihat 

Efektivitas 

kebijakan 

PSBB . 

Bagaimana mencegah 

penularan covid-19 

dalam efektivitas 

kebijakan PSBB yang 

diterapkan oleh 

pemerintah. 

sedangkan dalam 

skripsi saya adalah 

membahas bagaimana 

peran aparat Desa 
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UUD NRI 

Tahun 1945 

Maruyungsari sendiri 

dalam mencegah dan 

menangani pandemi 

dengan 

mengimplementasika

n peraturan bupati dan 

melihat pandangan 

dari ajaran islam yaitu 

fiqh siya>sah. 

3. Lisa 

Oktavia 

Tinjauan Fiqih 

Siyasah 

Terhadap Peran 

Kepala Desa 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

(Studi Di Desa 

Penggawa Ulu 

Kecamatan 

Karya 

Penggawa 

Kabupaten 

Pesisir Barat 

Membahas 

tentang peran, 

tanggung jawab 

aparat desa 

dalam 

menjalankan 

tugas dan 

wewenangnya. 

Tanggung jawab 

aparat desa dalam 

menjalankan tugas 

dan wewenangnya 

dalam hal 

pembangunan desa. 

Sedangkan dalam 

skripsi saya 

menjelaskan peran 

aparat desa, tanggung 

jawab aparat desa, 

dan wewenang aparat 

desa dalam mencegah 

fenomena atau 
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kejadian yang 

mengenai kesehatan 

masyarakat setempat 

tidak aman dengan 

menerapkan aturan 

dari Bupati 

Pangandaran tentang 

Pencegahan 

penanganan Pandemi 

Covid-19. 

4. Wiranti, 

Ayun 

Sriatmi, 

Wulan 

Kusumast

uti 

Determinan 

Kepatuhan 

Masyarakat 

Kota Depok 

Terhadap 

Kebijakan 

PSBB dalam 

Pencegahan 

Covid-19 

 

 

 

  

Membahas 

mengenai 

sejauh mana 

kepatuhan 

Masyarakat 

kota depok 

terhadap 

kebijakan 

PSBB 

Dalam hasil penelitian 

tersebut, bahwa 

mayoritas masyarakat 

depok jenis kelamin 

perempuan lebih 

patuh terhadap 

kebijakan PSBB 

dalam mencegah 

Covid-19. Sedangkan 

dalam skripsi saya, 

membahas Upaya 

atau peran dari aparat 

Desa Maruyungsari, 
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dan dari segi 

strateginya untuk 

semua masyarakat 

dalam menghadapi 

fenomena pandemi 

yang berbahaya dapat 

menular dengan siapa 

saja, dengan 

mendasarkan aturan 

dari Bupati dan 

ditinjau dari 

Perspektif ajaran 

islam Fiqh Siya>sah. 

 

5. Nurul 

Rahmi 

Aulia, 

Nuryanti 

Mustari, 

Nursaleh 

Hartaman 

Dinamika 

Kebijakan 

Pemerintah 

Pembatasan 

Sosial Berskala 

Besar 

Pada karya 

ilmiah tersebut 

ada kesamaan 

dengan skripsi 

ini yaitu 

terdapat 

pembahasan 

mengenai 

Pencegahan 

Sedangkan skripsi 

saya meneliti Peran 

Aparat Desa dalam 

Menerapkan PerBup 

Pangandaran Nomor 

40 tahun 2020 

Tentang Pencegahan 

penanganan Pandemi 

Covid-19 serta dikaji 
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Covid-19, hasil 

dari penelitian 

yaitu bahwa 

kebijakan dari 

pemerintah 

mengenai 

PSBB bisa 

mengurangi 

pencegahan 

penularan virus 

corona 

dengan teori Fiqh 

Siya>sah.  

 

 

 

F. Sistematika pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya 

sistematika pembahasan agar mudah dalam memahami skripsi ini. Adapun 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I, berisi pendahuluan . Dalam bab ini diuraikan mengenai masalah 

yang erat kaitannya dengan pembahasan skrispsi dan memberi penjeasan 

mengenai skripsi ini, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka (Penelitian terdahulu 

yang relevan), Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
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Bab II, berisi tentang landasan teori yang membahas mengenai aparat 

desa,  Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB 

Pencegahan penanganan Pandemi Covid-19, dan teori fiqh siya>sah. 

Bab III, berisikan tentang Metode penelitian yang berupa : Jenis 

Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan 

Analisis Data. 

Bab IV, berisi tentang Peran Aparat Desa dalam Implementasi 

Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam 

pencegahan penanganan Covid-19, dan Peran Aparat Desa dalam 

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 Tentang Pencegahan 

penanganan Covid-19 Perspektif fiqh Siya>sah. 

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran 

dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka 

beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Efektivitas 

 Kata ―efektif‖ berasal dari bahasa inggris yaitu effecctivel yang artinya 

sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata ―efektif‖ dapat juga di 

artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya 

akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut 

kamus besar bahasa Indonesia.
26

 Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah 

keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. 

 Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah 

maupun sebagai sikap atau perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak 

hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi 

mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang 

bersifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan 

erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat 

penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat 

diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi 

tersebut menunjukkan adanya indicator bahwa hukum tersebut adalah efektif. 

Fakto-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto 

antara lain sebagai berikut
27

: 

                                                 
26

Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.  
27

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7. 



 

 

 

25 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

b. Faktor penegak hukumm, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau  

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 Jika kita mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan 

terhadap hukum secara umum, antara lain: 

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-

orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, 

jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat 

undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari 

target pemberlakukan undang-undang tersebut. 

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 

oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan 

hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis 

dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap 

membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
28

 

c. Sosialiasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak 

boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang 

                                                 
28

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),..., hlm. 303.   
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ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahu seluruh aturan hukum 

yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat 

secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan 

substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara 

optimal. 

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya 

aturannya ersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum 

yang ersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang 

hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur). 

e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum, harus dipadankan dengan sifat 

aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sansi yang dapat kita katakana 

tepatuntuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain. 

f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan. 

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative 

akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentang dengan 

nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 

diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum ang sangat efektif, adalah 
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aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang 

juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, 

norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan 

hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak 

efektif. 

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum 

untuk menegakkan beralkunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap 

pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi 

tahapan penemuan hukum dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. 

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan 

adanya pada standar hidup sosioekonomi yang minimal di dalam 

masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus 

telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara 

optimal, jika masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi perang dahsyat. 

  Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, 

maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektivitas suatu perundang-

undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain: 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam 

masyarakatnya. 
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  Oleh karena itu, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi 

efektivitas suatu perundang-undangan, adalah professional dan optimal 

pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di 

dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 

dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 

 

C. Aparat Desa 

1. Pengertian Aparat Desa 

 Desal aldallalh kesaltualn malsyalralkalt hukum ya lng memiliki 

kewenalngaln untuk mengaltur daln mengurus kepentinga ln malsyalralkalt setempa lt 

berdalsalrkaln alsall-usul daln aldalt istia ldalt setempa lt yalng dia lkui dallalm sistem 

pemerinta lhaln nalsionall daln beraldal di daleralh kalbupalten. 

  Desal jugal dalpalt dika ltalkaln sebalgali sualtu halsil perpa ldualn alntalral 

kegialtaln sekelompok ma lnusial dengaln lingkunga lnnyal. Halsil dalri perpa ldualn 

itu iallalh sualtu wujud altalu kenalmpalkaln di mukal bumi yalng ditimbulka ln oleh 

unsur-unsur fisiogra lfi, sosia ll, ekonomi, politik da ln culturall yalng salling 

berinteralksi alntalr unsur tersebut da ln jugal dallalm hubungalnnyal dengaln 

daleralh-daleralh lalin.
29

 Desal dallalm alrti umum juga l dalpalt dikaltalkaln sebalgali 

permukimaln malnusial yalng leta lknyal di lualr kotal daln penduduknyal bermaltal 

pencalhalrialn dengaln bertalni altalu bercocok ta lnalm.
30

 

  Berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 6 ta lhun 2014 mengena li Desal, 

desal merupalkaln desal aldalt altalu yalng disebut denga ln penjela lsaln lalin aldallalh 

                                                 
29

R. Bintarto, Desa Kota, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 11. 
30

N. Daldjoeni, Interaksi Desa Kota, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 44. 
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kesaltualn malsyalralkalt hukum ya lng mempunya li baltals daleralh yalng berwenalng 

untuk menga ltur daln mengurus urusaln pemerinta lhaln, kepentinga ln 

malsyalralkalt setempa lt berda lsalrkaln pralkalrsal malsyalralkalt, halk alsall-usul, 

daln/altalu halk traldisionall yalng dialkui daln dihormalti dallalm sistem 

pemerinta lhaln NKRI.
31

 

  Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial yalng dima lksud alpalralt 

aldallalh baldaln pemerintalhaln, instalnsi pemerinta lh, pegalwali negeri, a llalt 

Negalral. Sedalngkaln kaltal alpalraltur pemerinta lh dialrtikaln alat kerja yang dilihat 

pada kualitas, efektivitas, pengabdian, ketaula-danan dan kesejahteraan.
32

 

  

  Dallalm Palsall 202 Undalng-Undalng Nomor 32 ta lhun 2004 tenta lng 

Pemerintalh Daleralh (UU Pemda l) dinyaltalkaln balhwal pemerinta lh desal terdiri 

altals kepallal desal daln peralngkalt desal. Peralngkalt desal terdiri da lri sekretalris 

desal, kepallal dusun, rukun teta lnggal daln rukun walrgal. Dengaln demikia ln 

dalpalt dika ltalkaln balhwal alpalralt desal meliputi semua l oralng yalng terliba lt 

dallalm urusaln pemerintalhaln desal.
33

  

 

2. Struktur Alpalralt Desal 

 Desal dipimpin oleh seora lng kepallal desal. Kepallal desal dipilih seca lral 

lalngsung oleh, da ln dalri penduduk desa l walrgal Negalral Republik Indonesia l 

                                                 
31

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1). 
32

 Hariyanto, ―Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila‖, 

Jurnal, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1.No. 1, tahun 2018, hlm. 56. 

33
Anonim, http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-aparat-
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yalng memenuhi persya lraltaln dengaln malsal jalbaltaln 6 (ena lm) talhun terhitung 

sejalk talnggall pelalntikaln. Kepallal desal dalpalt menja lbalr palling balnyalk 3 (tiga l) 

kalli malsal jalbaltaln secalral berturut-turut altalu tidalk secalral berturut-turut. 

Dallalm struktur a lpalralt desa l ini, kepallal desal dibalntu oleh sekreta lris desa l daln 

peralngkalt desa l. Peralngkalt desal terdiri da lri altals kepallal-kepallal urusaln, yalitu 

pelalksalnal urusaln daln kepallal dusun.
34

   

 Sedalngkaln secalral yuridis, keduduka ln alpalralt desal aldal didallalm UU 

DESAl No. 6 Talhun 2014 Palsall 48 daln PP No. 83 Ta lhun 2015 ya lng 

menyaltalkaln terdiri dalri: 

a. peralngkalt desal aldallalh sekretalris desal (SEKDES). 

b. pelalksalnalaln kewilalyalhaln. 

c.  pelalksalnalaln teknis. 

  Jumlalh daln jalbaltaln peralngkalt desal disesualikaln menggunalkaln 

traldisi da ln perkembalngaln setempalt yalng dialtur melallui peralturaln daleralh 

daln perdes. Unsur-unsur peralngkalt desal yalitu : 

1. Unsur stalf, yalitu petuga ls pelalyalnaln alktivita ls aldministra lsi 

pemerintalhaln desal, misallnyal sekretalris desal daln/altalu taltal 

usalhal desal. 

2. Unsur pelalksalnal, yalitu pela lksalnal teknis lalpalngaln, misallnyal 

urusaln palmong talni desal, daln urusaln kealmalnaln. 
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3. Urusaln daleralh, yalitu unsur memba lntu kepa llal desal di daleralh 

balgialn desal, seperti kepa llal dusun.  

  Galmbalr 1. Struktur Orgalnisalsi daln Taltal Kerjal Alpalralt Desal 

 

KEPAlLAl DESAl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PELAKSANA TEKNIS 

Terdiri dari : 

a. Kepala seksi pemerintahan 

b. Kepala seksi kesejahteraan  

c. Kepala seksi pelayanan 

SEKRETARIAT DESA 

Dipimpin oleh secretariat desa: 

a. Kepala urusan tata usaha dan 

umum 

b. Kepala urusan perencanaan  

c. Kepala urusan keuangan 

PELAKSANA KEWILAYAHAN 

 Dilakukan oleh Kepala 

dusun, yang bertugas untuk 

membantu kepala desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 
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3. Alpalralt Desal Tugals besertal Fungsinyal 

  Berikut ma lcalm-malcalm alpalralt desa l tugals sertal fungsinyal menurut 

Perdal Palngalndalraln Nomor 13 talhun 2016, yalkni
35

 : 

a. Kepallal Desal  

  Berkedudukaln sebalgali Kepa llal Pemerintalhaln Desal yalng 

memimpin penyelengga lralaln Pemerinta lhaln Desal. Melalksalnalkaln tugals daln 

fungsi Kepallal Desal mempunya li wewenalng: 

1) memimpin penyelengga lralaln Pemerintalhaln Desal; 

2) mengalngkalt daln memberhentika ln Peralngkalt Desal; 

3) memegalng kekualsalaln pengelola laln Keualngaln daln Alset Desa l; 

4) menetalpkaln Peralturaln Desal; 

5) menetalpkaln AlPB Desal; 

6) membinal kehidupaln malsyalralkalt Desal; 

7) membinal ketenteralmaln daln ketertiba ln malsyalralkalt Desal; 

8) membinal daln meningka ltkaln perekonomialn desal sertal 

9) mengintegra lsikalnnyal algalr mencalpali perekonomia ln skallal 

produktif untuk sebesa lr besalrnyal kemalkmuraln malsyalralkalt desal 

Berdalsalrkaln Palsall 26 alyalt 1 UU Nomor 6 ta lhun 2014 mengena li 

Desal, yalitu kepallal desal bertugals menyelengga lralkaln pemerinta lhaln desal, 

melalksalnalkaln pembalngunaln desal, pembinalaln kemalsyalralkaltaln desal, daln 

pemberda lyalaln malsyalralkalt desal mempunyali kewaljibaln paldal 

melalksalnalkaln tugals daln wewenalngnyal, yalitu : 
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1) Memega lng teguh da ln mengalmallkaln palncalsilal, melalksalnalkaln 

UUD NKRI ta lhun 1945 sertal menegalkkaln daln memeliha ltal 

kesaltualn NKRI; 

2) Menumbuhkaln kesentosa laln malsyalralkalt desal; 

3) Mengupalya lkaln kedalmalialn daln keteralturaln malsyalralkalt; 

4) Melalksalnalkaln alktivita ls demokraltis; 

5) Melalngsungkaln dalsalr alturaln pemerinta lhaln desal yalng bersih da ln 

bebals dalri KKN. 

6) Memperera lt ja llinaln kerjal bersalmal semual mitral kerjal 

pemerinta lhaln desal; 

7) Memaltuhi daln mengia lskaln seluruh pera lturaln perundalng-

undalngaln; 

8) Menyelengga lralkaln aldministra lsi pemerintalhaln desal yalng balik; 

9) Membina l, mengalyomi, daln melesta lrikaln nilali-nilali sociall budalyal 

daln aldalt istialdalt; 

10)  Memaljukaln malsyalralkalt daln kelemba lgalaln didesal; 

11)  Mengembalngkaln potensi sumber da lya l allalm daln melesta lrikaln 

lingkungaln hidup
36
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Kepallal desal sebalgali sallalh saltu pemega lng kekualsalaln yalng 

mempunyali wewenalng, tugals daln kewaljibaln untuk menyelengga lralkaln 

rumalh talnggal desalnyal daln melalksalnalkaln tugals dalri pemerinta lh daln 

pemerinta lh daleralh. 

b. Sekretalris Desal (Sekdes) 

 Sekretalris Desal bertugals memba lntu Kepallal Desal dallalm bida lng 

aldministra lsi pemerintalhaln. Untuk mela lksalnalkaln tugals sebalgalimalnal yalng 

dimalksud paldal alyalt (2), Sekreta lris Desal mempunyali fungsi: 

1. Melalksalnalkaln urusaln ketaltalusalhalaln seperti ta ltal nalskalh, 

aldministra lsi suralt menyuralt, alrsip, daln ekspedisi. 

2. Melalksalnalkaln urusaln umum seperti pena ltalaln aldministra lsi 

peralngkalt desal, penyedialaln pralsalralnal peralngkalt desa l daln 

kalntor, penyia lpaln ralpalt, penga ldministra lsialn alset, inventa lrisalsi, 

perjallalnaln dinals, daln pelalyalnaln umum. 

3. Melalksalnalkaln urusaln keualngaln seperti pengurusa ln 

aldministra lsi keua lngaln, aldministralsi sumber-sumber 

pendalpaltaln daln pengelualraln, verifika lsi aldministra lsi keualngaln, 

daln aldmnistra lsi penghalsilaln Kepallal Desal, Peralngkalt Desal, 

BPD, daln lembalgal pemerintalhaln desal lalinnyal. 

1) Melalksalnalkaln urusaln perencalnalaln seperti menyusun renca lnal 

alnggalraln pendalpaltaln daln belalnjal desal, menginventa lrisir daltal-
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daltal dallalm ralngkal pembalngunaln, melalkukaln monitoring da ln 

evallualsi progralm, sertal penyusunaln lalporaln. 

2) Melalksalnalkaln buku aldministra lsi desal sesuali dengaln bidalng 

tugals Sekretalris Desal altalu sesuali dengaln Keputusa ln Kepallal 

Desal. 

3) Melalksalnalkaln tugals lalin yalng diberika ln oleh Kepa llal Desal daln 

Pemerintalh yalng lebih tinggi 

c. Kepallal Urusaln daln Kepallal Seksi 

Kepallal Urusaln yalng bialsal disebut KAlUR yalng berkeduduka ln 

sebalgali unsur sta lff secreta lrialt, yalng bertuga ls memba lntu sekdes da llalm 

urusaln pela lyalnaln aldministra lsi. Daln untuk mela lksalnalkaln tugals daln 

fungsinyal, KAlUR dibalgi beberalpal balgialn yalitu: 

a. Kepallal Urusaln Umum (Ka lur Umum) 

1) Kepallal urusaln umum berkeduduka ln sebalgali unsur sta lf 

sekretalrialt. 

2) Kepallal urusaln umum bertuga ls membalntu Sekreta lris Desal dallalm 

urusaln pelalyalnaln aldministra lsi pendukung pela lksalnalaln tuga ls-

tugals pemerinta lhaln. 

3) Melalksalnalkaln tugals-tugals kedina lsaln lalin yalng diberikaln oleh 

altalsaln. 
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Untuk mela lksalnalkaln tugals kepallal urusaln umum mempunya li fungsi: 

1) Melalksalnalkaln urusaln ketaltalusalhalaln seperti ta ltal nalskalh dinals; 

2) Melalksalnalkaln aldministra lsi suralt menyuralt; 

3) Melalksalnalkaln alrsipalris daln ekspedisi pemerinta lhaln desal; 

4) Melalksalnalkaln penaltalaln aldministra lsi Peralngkalt Desal; 

5) Penyedialaln pralsalralnal Peralngkalt Desal daln Kalntor; 

b. Kepallal Urusaln Keualngaln 

1) Kepallal urusaln perencalnalaln berkedudukaln sebalgali unsur sta lf 

sekretalrialt. 

2) Kepallal urusaln perenca lnalaln bertugals memba lntu Sekretalris Desal 

dallalm urusaln pelalyalnaln aldministra lsi pendukung pela lksalnalaln 

tugals-tugals pemerinta lhaln. 

3) Melalksalnalkaln tugals-tugals kedina lsaln lalin yalng diberikaln oleh 

altalsaln 

Selalin tugals tersebut seba lgalimalnal dialtals, kalur keualngaln desal 

jugal memiliki tuga ls sebalgali berikut : 

1) Mengaltur Rencalnal Alnggalraln Kals Desal (RAlK Desal) 

2) Menaltal keualngaln desal ya lng melingkup menerima l/menyimpa ln, 

menyetorkaln/membalyalr, melalksalnalkaln penaltalusalhalaln  
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3) Mempertalnggungjalwalbkaln penghalsilaln pendalpaltaln desal daln 

pengelualraln paldal ralngkal pelalksalnalaln Alnggalraln Pendalpaltaln 

daln Belalnjal desal (AlPBDes)  

c. Kepallal Seksi Perenca lnalaln 

1) Kepallal urusaln perenca lnalaln berkedudukaln sebalgali unsur stalf 

sekretalrialt. 

2) Kepallal urusaln perenca lnalaln bertugals membalntu Sekretalris Desal 

dallalm urusaln pelalyalnaln aldministra lsi pendukung pela lksalnalaln 

tugals-tugals pemerinta lhaln. 

3) Melalksalnalkaln tugals-tugals kedinalsaln lalin yalng diberika ln oleh 

altalsaln.
37

 

d. Kepallal Seksi Pemerinta lhaln 

1) Kepallal seksi pemerinta lhaln berkedudukaln sebalgali unsur 

pelalksalnal teknis di bida lng pemerinta lhaln. 

2) Kepallal seksi pemerinta lhaln bertuga ls memba lntu Kepallal Desal 

sebalgali pelalksalnal tugals operalsionall di bidalng pemerinta lhaln. 
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e. Kepallal Seksi Kesejalhteralaln 

Kepallal seksi keseja lhteralaln merupalkaln peralngkalt desal yalng 

berkedudukaln menja ldi sallalh saltu unsur pela lksalnal teknis ya lng 

memba lntu kepallal desal menjaldi penyelengga lral fungsi opera lsionall. 

Kepallal seksi keseja lhteralaln ini bekerja l membalntu kepallal desal 

ketika l melalngsungkaln tugals alspek pengemba lngaln sertal 

pemberda lyalaln malsyalralkalt desal. Sela lin tugals tersebut, kepa llal seksi 

kesejalhteralaln jugal memiliki fungsi seba lgali berikut : 

1) Melalngsungkaln pengembalngaln salralnal pralsalralnal perdesalaln 

2) Pembalngunaln alspek pendidika ln sertal kesehaltaln 

3) Tugals pemalsya lralkaltaln sertal motivalsi malsyalralkalt paldal alspek 

budalyal, ekonomi, politik, lingkunga ln hidup, pemberda lyalaln 

kelualrgal, pemudal, olalhralgal, daln kalralng talrunal. 

f. Kepallal Seksi Pelalyalnaln 

Aldalpun tugals KAlSI Pela lyalnaln yalng sebalgalimalnal 

disebutka ln dallalm permendalgri No. 20 talhun 2018 sebalgali berikut : 

1) Melalksalnalkaln alktivitals yalng menjaldikaln pengelua lraln altals 

talnggungaln alnggalraln belalnjal sesuali bidalng tugalsnyal; 

2) Menyelenggalralkaln alnggalraln kegialtaln; 

3) Mengendallikaln kegialtaln; 
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4) Menyusun DPAl, DPPAl, daln DPAlL; 

5) Memalralf kesepalkaltaln kerjal salmal dengaln penyedial altals 

pengaldalaln balralng jalsal selalmal kegialtaln yalng beraldal dallalm 

bidalng tugalsnyal; 

6) Mengaltur lalporaln pelalksalnalaln kegia ltaln untuk 

pertalnggungjalwalbkaln pelalksalnalaln AlPBDes; 

Dallalm mela lksalnalaln fungsinya l, KAlSI pela lyalnaln sesuali 

permendalgri no. 48 talhun 2015 memiliki fungsi seba lgali berikut: 

1) Melalksalnalkaln pengalralhaln sertal dorongaln terha ldalp pelalksalnalaln 

halk daln kewaljibaln malsyalralkalt; 

2) Menalikkaln usalhal keikutserta laln malsyalralkalt desal dallalm periha ll 

tolong menolong, da ln swaldalyal murni; 

3) Pengalbaldialn nilali sociall budalyal malsyalralkalt desal; 

4) Pembinalaln daln pelalksalnalaln alktivitals keyalkinaln malsyalralkalt di 

desal; 

5) Pembinalaln daln pengemba lngaln ketena lgalkerjalaln dallalm 

malsyalralkalt;
38
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g. Kepallal Dusun (KAlDUS) 

1) Kepallal dusun berpalngkalt menja ldi alnggotal saltualn tugals 

kewilalyalhaln ya lng bertugals konstribusi kepa llal desal dallalm 

pelalksalnalaln tugalsnyal di wilalyalhnyal. 

2) Untuk melalksalnalkaln tugals kepallal dusun aldal fungsi : 

1) Pembinalaln ketentra lmaln daln keteralturaln disiplin, pela lksalnalaln 

upalyal perlindungaln malsyalralkalt, mobilita ls kependudukal, daln 

penaltalaln daln pengelolalaln wilalyalh 

2) Mengalwalsi keberla lngsungaln pembalngunaln paldalnwilalyalhnyal 

3) Melalksalnalkaln tralining kema lsyalralkaltaln dallalm menalikkaln 

kemalmpualn daln kesaldalraln malsyalralkalt dallalm menja lgal 

lingkungalnnyal 

4) Melalkukaln upalyal pemberda lyalaln malsyalralkalt dallalm 

menjalngkal kelalncalraln pengurusaln pemerinta lhaln daln 

pembalngunaln 

 

4. Kewenalngaln Alpalralt Desal dallalm Implementalsi Peralturaln Bupalti 

Palngalndalraln Nomor 40 Talhun 2020 Tentalng Pedomaln PSBB dallalm 

Pencegalhaln penalngalnaln Palndemi Covid-19 

Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, 

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-
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Undang.
39

 Kewenalngaln desal dallalm menalngalni palndemi merupa lkaln 

lalngkalh dallalm pencegalhaln penalngalnaln seca lral lalngsung terha ldalp dalmpalk 

yalng terja ldi kalrenal Covid-19 di desal dengaln meliba ltkaln malsyalralkalt desal. 

Dallalm pela lksalnalalnnyal palndemi Covid-19 telalh dikelua lrkaln peralturaln 

perundalng-undalngaln alntalral lalin; Pera lturaln Pemerinta lh Nomor 21 Ta lhun 

2020 Pemba ltalsaln Sosiall Berskallal Besalr dallalm Ralngkal Percepaltaln 

Penurualn Coronal Virus Disealse 2019,  Keputusaln Presiden RI No. 7 ta lhun 

2020 tenta lng Gugus Tugals Percepaltaln Penalngalnaln Covid-19.  

Kedual ketentualn tersebut secalral tegals memutuskaln seralngkalialn 

kegialtaln yalng perlu dilalksalnalkaln untuk mencegalh penyebalraln Covid-19 

secalral meraltal. Penalfsiraln yalng dijaldikaln dalsalr pengeta lhualn yalng malnal di 

Peralturaln Bupalti Palngalndalraln Nomor 40 Ta lhun 2020 meneta lpkaln paldal 

palsall 9c untuk ta lalt paldal protokol kesehaltaln, daln memfa llisitalsi protokol 

tersebut ditempa lt umum, seperti sekola lh, palsalr, alcalral-alcalral besalr (haljaltaln). 

Untuk pencega lhaln penyebalraln Covid-19 yalng disebut da llalm Peralturaln 

tersebut a ldallalh, desal di instruksika ln untuk membentuk rela lwaln desal lalwaln 

Covid-19 yalng terdiri da lri semua l elemen pera lngkalt desa l, tokoh malsyalralkalt 

daln bermitra l dengaln Binta lral Pembinal Kealmalnaln daln Ketertiba ln Desal 

(Balbinkalmtibma ls) petugals dalri kepolisia ln, Binta lral Pembinal Desal 

(Balbinsal) petugals dalri TNI-AlD daln pendalmping desa l. Daln nalntinyal 
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relalwaln alkaln memiliki tuga ls terhaldalp walrgal korbaln Covid-19, daln 

melalkukaln koordinalsi ke pemerinta lh daleralh.  

Kewenalngaln desal dallalm implementa lsi kegia ltaln relalwaln bisal 

dengaln sosiallisalsi Covid-19, pendaltalaln penduduk yalng renta ln, pendaltalaln 

falsilita ls keseha ltaln, menyia lpkaln rualng isola lsi, mela lkukaln penyemprota ln 

disinfekta ln, sertal memalstikaln tidalk aldal kegialtaln walrgal berkumpul altalu 

kerumunaln dallalm ralngkal Physicall Distalncing. Sedalngkaln dallalm konteks 

penalngalnaln, relalwaln dalpalt merekomenda lsikaln kepaldal walrgal yalng pulalng 

dalri daleralh terdalmpalk Covid-19 untuk mela lkukaln isola lsi diri balik diruma lh 

malsing-malsing dengaln pemalntalualn altalupun tempalt isola lsi yalng tela lh 

disialpkaln desal. Tentunyal peraln alpalralt desal bisal terlihalt dalri calral 

balgalimalnal mencegalh daln menalngalni Covid-19 seperti yalng tela lh 

disebutka ln dialtals.  

Menurut Kepa llal Baldaln Penelitia ln daln Pengemba lngaln, Pendidika ln 

daln Pelaltihaln, daln Informalsi, Eko Sri Ha lryalnto mengungka lpkaln peralngkalt 

desal waljib tunduk terha ldalp alpal yalng tela lh dialmalnaltkaln pemerinta lh, daln 

belialu jugal menjalbalrkaln limal peraln spesifik pera lngkalt desal dallalm 

menyegera lkaln pencegalhaln penalngalnaln Covid-19 di tingka lt desal, sebalgali 

berikut : 

1) Peralngkalt desal halrus menggalralp alrus daltal daln kalbalr seluruh 

walrgalnyal. Daltal daln informa lssi mencalkup kondisi ekonomi 

walrgal, untuk menja lgal nilali hidup daln kesehaltaln merekal selalmal  
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2) Peralngkalt desal mesti malmpu mengelola l kendalli keteralngaln 

terkalit Covid-19. Jalngaln salmpali walrgal risalu dallalm mengha ldalpi 

palndemi ini kalrenal ketidalkjelalsaln informalsi 

3) Peralngkalt desal mengalngkalt ide mitiga lsi dalmpalk sosiall daln 

ekonomi walrgal. Balgalimalnal imbals sosiall dalri kondisi da lruralt 

Covid-19 terhaldalp kegialtaln kealgalmalaln hinggal kebudalyalaln. 

Misallnyal, imbalualn untuk sementa lral walktu menunda l kegialtaln 

yalng mengumpulka ln balnyalk oralng. 

4) Peralngkalt desal dalpalt membua lt pralnaltal sosiall balru yalng sesua li 

dengaln kebutuhaln di desal. Hall ini untuk mencega lh terjaldinyal 

konflik sosiall sela lmal palndemi. 

5) Calral lalin, balgalimalnal algalr peralngkalt desal itu bisa l memberika ln 

informalsi terka lit Covid-19 setialp halri. Misa llnyal dengaln 

membualt grup WhaltsAlpp altalu portall resmi desa l.
40

 

Paldal halkikaltnyal upalyal pemerinta lh desal dallalm mena lnggalpi dalmpalk 

Covid-19 merupalkaln implementa lsi kebija lkaln pemerinta lh pusalt daln 

pemerinta lh daleralh.
41

 Peralturaln yalng tela lh dibualt oleh pemerinta lh pusalt 

malupun pemerinta lh daleralh terkalit pencega lhaln daln penalnggulalngaln Covid-

19 perlu diimplementa lsikaln oleh pemerinta lh desal. Seperti ya lng tela lh 
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Atikah Nur Hidayat, “Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Dampak Covid-
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disebutka ln paldal Undalng-Undalng Nomor 6 Ta lhun 2014 Tentalng Desal Palsall 

19 dijelalskaln balhwal kewenalngaln desal meliputi : 

1) Kewenalngaln berdalsalrkaln halk alsall usul 

2) Kewenalngaln lokall berskallal desal 

3) Kewenalngaln ya lng ditugalskaln oleh pemerinta lh, pemerintalh 

daleralh provinsi, altalu pemerintalh daleralh kalbupalten/kotal; daln 

4) Kewenalngaln lalin yalng dituga lskaln oleh pemerinta lh, pemerinta lh 

daleralh provinsi, a ltalu pemerintalh daleralh kalbupalten/kotal sesuali 

dengaln peralturaln perundalng—undalngaln.  

Berdalsalrkaln kewenalngaln tersebut ha lrus menja ldi alcualn dallalm 

implementa lsi pemerinta lh sebalgali upalyal penalngalnaln Covid-19. Dallalm 

implementa lsinyal, pemerinta lh pusalt daln pemerinta lh daleralh membutuhka ln 

peraln desal dallalm pena lngalnaln Covid-19. Oleh kalrenal itu, Peraln desal 

menjaldi kunci untuk memutus ma ltal penyebalraln Covid-19. Jikal dialbalikaln 

daln tidalk aldal upalyal altalu himbalualn, malkal hall yalng kecil pun a lkaln menja ldi 

besalr daln terus menyeba lr dalri  ke ska llal lebih lua ls lalgi dalri kecalmaltaln, 

kalbupalten/kota l, provinsi, sa lmpali negalral. Untuk itu upa lyal penalngalnaln 

Covid-19 di tingkalt desal halrus terlalksalnal dengaln balik.  

B. Peralturaln Bupalti/Kalbupalten 

1. Galmbalraln Umum tenta lng Peralturaln Bupalti/Kalbupalten 

 Peralturaln Bupalti yalng selalnjutnyal disebut Perbup a ldallalh peralturaln 

perundalng-undalngaln daleralh yalng diteta lpkaln oleh bupa lti. Peralturaln bupalti 
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ini jugal termalsuk peralturaln perundalng-undalngaln, Kalrenal sifaltnyal 

menjallalnkaln perintalh peralturaln perundalng-undalngaln yalng lebih tinggi a ltalu 

dallalm menyelengga lralkaln kewenalngaln pemerinta lh daleralh.  

 Fungsi pera lturaln daleralh alntalral lalin: sebalgali instrument kebija lkaln 

untuk mela lksalnalkaln otonomi da leralh daln tugals pemba lntualn sebalgalimalnal 

dialmalnaltkaln dallalm UUD 1945 da ln UU tenta lng pemerinta lh daleralh. 

Merupalkaln peralturaln pelalksalnalaln dalri peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng lebih tinggi. Da llalm proses penyusuna ln pun rinci seka lli seperti: 

DPRD/Kalbupalten/Kotal mengaljukaln ralncalngaln perdal kepaldal 

bupalti/wallikotal secalral tertulis, DPRD Ka lbupalten/Kotal bersalmal 

Bupalti/Wa llikotal memba lhals ralncalngaln perdal Kalbupalten/Kotal, alpalbilal 

ralncalngaln perdal memperoleh persetujua ln bersalmal, malkal disalhkaln oleh 

Bupalti/Wa llikotal menjaldi Perdal Kalbupalten/Kotal.
42

 

 Perdal kalbupalten/kota l jugal bisal disebutka ln peralturaln kepallal daleralh, 

fungsi kepallal daleralh dirumuskaln secalral negaltive dallalm Palsall 146 Undalng-

Undalng No. 32 Ta lhun 2004 tenta lng Pemerinta lhaln Daleralh, aldallalh sebalgali 

berikut: 

a. Menyelenggalralkaln pengalturaln dallalm ralngkal pelalksalnalaln 

peralturaln daleralh yalng bersalngkutaln. 

b. Menyelenggalralkaln pengalturaln altals kualsal peralturaln perundalng-

undalngaln ya lng lebih tinggi. 

c. Tidalk boleh bertenta lngaln dengaln kepentingaln umum. 
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Anonim, https://peraturan .bpk.go.id, diakses pada tanggal 05 Mei 2022. 
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d. Tidalk boleh bertenta lngaln dengaln peralturaln daleralh. 

e. Tidalk boleh bertenta lngaln dengaln peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng lebih tinggi.
43

 

2. Pengertialn PSBB (Pembaltalsaln Sosiall Berskallal Besalr) 

  Berdalsalrkaln peralturaln bupalti Pa lngalndalraln Nomor 40 ta lhun 2020 

tentalng pedomaln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln palndemic covid-19 

yalng sela lnjutnyal disebut PERBUP NO 40/2020 PSBB. Pemba ltalsaln socia ll 

berskallal besalr aldallalh pembaltalsaln kegia ltaln tertentu penduduk da llalm sualtu 

wilalyalh yalng didugal terinfeksi Coronal Virus Disealse 2019 (COVID-19) 

sedemkialn rupal untuk mencega lh kemungkina ln penyebalraln covid-19.
44

  

  Kebija lkaln PSBB halnyallalh sallalh stalu opsi dallalm ralngkal melalkukaln 

tindalkaln mitiga lsi falctor risiko di wila lyalh paldal situalsi kedalruraltaln 

kesehaltaln malsyalralkalt. Opsi la linnyal, yalitu dilalkukaln kalralntinal rumalh, 

kalralntinal wilalyalh, altalu kalralntinal rumalh salkit. Lalngkalh malnal ya lng dialmbil 

oleh pemerinta lh halrus didalsalrkaln paldal pertimbalngaln epidemiologis, 

besalrnyal alncalmaln, efektivita ls, dukungaln sumber dalyal, teknis opera lsionall, 

pertimbalngaln ekonomi, socia ll, budalyal, daln kealmalnaln. Pejalbalt yalng 

berwenalng untuk meneta lpkaln hall tersebut ya litu menteri ya lng 

menyelengga lralkaln urusaln pemerinta lhaln di bida lng keseha ltaln.
45

 Peneralpaln 

PSBB tersebut merupa lkaln tindalkaln meliputi kegia ltaln tertentu penduduk 
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Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), 

(Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 232-233.  
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―Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam 

pencegahan penanganan COVID-19, Pasal 1 ayat 6‖  
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Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait 

Pencegahan Covid-19, bidang hukum info singkat kajian singkat terhadap isu actual dan strategis, 

Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020.   
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dallalm sualtu wilalyalh ya lng diduga l terinfeksi covid-19 terma lsuk pemba ltalsaln 

terhaldalp pergeralkaln oralng daln/altalu balralng untuk sa ltu provinsi a ltalu 

kalbupalten/kota l tertentu untuk mencega lh penyebalraln covid-19. Berdalsalrkaln 

Palsall 5 PERBUP NO 40/2020 pemba ltalsaln tersebut pa lling sedikit dila lkukaln 

melallui pelibura ln sekolalh daln tempalt kerjal, pembaltalsaln kegia ltaln 

kealgalmalaln, daln/altalu pembaltalsaln kegialtaln di tempalt altalu falsilitals umum. 

3. Tujualn Pemberla lkualn Pembaltalsaln Sosiall Berskallal Besalr (PSBB) 

 Tujualn dalri diberla lkukalnnyal PSBB merupalkaln untuk mencega lh 

penyebalraln penyalkit keda lruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt (PKM) yalng dalpalt 

altalu sedalng terjaldi alntalr oralng di sualtu wila lyalh daln/altalu daleralh tertentu. 

Pembaltalsaln sociall berskallal besalr ini dila lkukaln untuk memba ltalsi alktivita ls 

daln kegia ltaln sociall seperti mela lkukaln pelibura ln sekolalh daln tempalt kerja l,  

pembaltalsaln kegialtaln kealgalmalaln, daln pembaltalsaln kegialtaln di 

tempalt/falsilitals umum. PSBB ini dila lkukaln oleh pemerinta lh daleralh tingka lt 

provinsi altalu pemerinta lh kalbupalten/kota l setelalh mendalpalt persetujua ln 

Menteri Keseha ltaln melallui keputusa ln Menteri. Ha ll tersebut tela lh sesuali 

dengaln alturaln yalng berlalku dallalm Permenkes Nomor 9 Ta lhun 2020 

Tentalng Pedomaln PSBB dallalm ralngkal percepaltaln penalngalnaln covid-19. 

 Kebija lkaln pembaltalsaln sociall berskallal besalr yalng tela lh menda lpalt 

izin pela lksalnalalnnyal sebalgalimalnal telalh ditetalpkaln dallalm permenkes ini 

dihalralpkaln malmpu memperla lmbalt la lju pertumbuhaln daln penyebalraln 
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covid-19 di daleralh daln jugal dihalralpkaln alkaln malmpu menyela lmaltkaln kotal 

lalin di Indonesia l dalri Penyebalraln virus corona l ini.
46

 

 Dallalm upalyal mencegalh penyeba lraln covid-19, pemerintalh 

mengelua lrkaln kebijalkaln pembaltalsaln sociall berskallal besalr yalng selalnjutnyal 

disebut PSBB tunduk pa ldal ketentualn Undalng-Undalng Nomor 6 Ta lhun 

2018 Tenta lng Kekalralntinalaln Kesehaltaln, dimalnal yalng dima lksud aldallalh 

upalyal untuk mencega lh daln menalngkall kelualr altalu malsuknyal penya lkit daln 

beberalpal falctor resiko keseha ltaln malsyalralkalt yalng berpotensi menimbulka ln 

kedalruraltaln kesehaltaln tersebut
47

. Kedalruraltaln kesehaltaln malsyalralkalt 

sendiri aldallalh kejaldialn keseha ltaln malsyalralkalt yalng bersifa lt lualr bialsal yalng 

ditalndali penyeba lraln penyalkit menula lr altalu kejaldialn yalng disebalbkaln oleh 

raldialsi nuklir, pencema lraln biologi, konta lminalsi kimia l, bioterorisme, da ln 

palngaln yalng menimbulka ln balhalyal kesehaltaln daln berpotensi menyeba lr 

lintals wilalyalh altalu lintals Negalral. 

 Inti da lri peralturaln PSBB sebena lrnyal tidalk jaluh dengaln himba lualn 

Pembaltalsaln Sosiall sociall distalncing yalng sudalh pemerinta lh teralpkaln 

sebelumnya l. PSBB tida lk sepenuhnya l membaltalsi seluruh kegia ltaln 

malsyalralkalt. Pembaltalsaln tersebut ha lnyal berlalku untuk a lktivita ls tertentu 

saljal. Meskipun ba lnyalk falsilita ls umum yalng ditutup, na lmun beberalpal sector 

vitall seperti fa lsilitals keseha ltaln, palsalr altalu minima lrket teta lp bukal selalmal 

                                                 
46

 Asep Maulana, Skripsi, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai 

salah satu upaya menekan penyebaran covid-19 di DKI  Jakarta, diakses melalui 

https://repository.unj.ac.id/id/eprint/9940  
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 Lutfi Fahrul Rizal, Skripsi, Perspektif Siyasah Syar‟iyyah tentang Darurat Negara 

Dalam Penanganan Pandemi covid-19, ADLIYA: Jurnal Hukum  dan Kemanusiaan 14 No. 1 

(2020): 41-64, h. 50. Diakses melalui https://doi.org/10.15575/adliya.v14i.8404.  

https://repository.unj.ac.id/id/eprint/9940
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PSBB. Dengaln diberlalkukalnnyal PSBB malsyalralkalt juga l turut berkontribusi 

daln menalalti peralturaln pemerintalh algalr penyebalraln virus bisal berhenti. Da lri 

uralialn di a ltals dalpalt ditalrik kesimpula ln balhwal tujualn dalri PSBB tersebut 

aldallalh sebalgali calral untuk meneka ln balhkaln memutuska ln maltal ralntali 

penyebalraln covid-19. Tentu sa ljal hall ini juga l didalsalri oleh kesa ldalraln 

malsyalralkalt untuk tida lk berkumpul da ln sela llu memaltuhi protocol keseha ltaln 

ketikal beraldal dilualr rumalh.  

D. Tinjalualn Fiqh Siyal>salh 

1.  Pengertialn Fiqh Siyal>salh 

Secalral etimologi (ba lhalsal) fiqh aldallalh pemalhalmaln. Sedalngkaln fiqh 

secalral terminologi (istila lh) aldallalh pengeta lhualn tentalng hukum sya lr‘i 

mengenali almall perbualtaln (pralktis) yalng diperoleh da lri dallil ta lfshili (terinci). 

Kaltal siyal>salh beralsall dalri kaltal “salsal”. Kaltal ini dallalm kalmus lisa ln all-Alralb 

beralrti menga ltur, mengurus da ln memerinta lh. Jaldi siyal>salh menurut ba lhalsal 

mengalndung beberalpal alrti, yalitu menga ltur, mengurus, memerinta lh, 

memimpin, membua lt kebija lksalnaln, pemerintalhaln daln politik.
48

 

Berdalsalrkaln penjela lsaln mengenali fiqh daln siyal>salh malkal dalpalt 

disimpulka ln yalkni, ilmu ya lng mempela ljalri hall-ihwall urusaln umalt daln negalral 

dengaln segallal bentuk hukum, penga lturaln, daln kebijalksalnalaln yalng dibualt 

oleh pemega lng kekualsalaln yalng sejallaln dengaln dalsalr-dalsalr aljalraln syalrialt 

untuk mewujudka ln kemalslalhaltaln umalt. 
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Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist, Dosen 

Syariah IAIN Bengkulu. Jurnal AL-IMARAH: Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 

2018.  
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Berbedal pendalpalt yalng berbedal di kallalngaln alhli fikih tenta lng alsall usul 

kaltal siyalsalh, yalitu : 

1. All-Malqrizy : Kaltal siyal>salh beralsall dalri balhalsal mongol yalkni dalri 

kaltal yalsalh yalng menda lpalt imbuha ln sin berbalris kalsralh dialwallnyal 

sehinggal dibalcal siyalsalh. Pendalpalt tersebut dida lsalrkaln paldal sebualh 

kitalb undalng-undalng milik jenghis kha ln yalng berjudul Ilyalsal ya lng 

berisi pa lndualn pengelola laln Negalral daln berbalgali bentuk hukumaln 

beralt balgi pelalku tindalk pidalnal tertentu. 

2. Ibn Talghri Birdi : Siyal>salh beralsall dalri calmpuraln dalri tigal balhalsal, 

yalkni balhalsal Persial, Turki daln Mongol. Pa lrtikel Si dallalm balhalsal 

Persial beralrti 30, yalsal dallalm balhalsal Turki daln Mongol bera lrti 

lalralngaln daln kalrenal itu ial dalpalt juga l dimalknali seba lgali hukum a ltalu 

alturaln. 

3. Ibnu Malnzhur menya ltalkaln siya l>salh beralsall dalri Balhalsal Alralb, ya lkni 

bentuk da lri talshrifaln kaltal salsal-yalsufu-siyalsaltaln, ya lng semula l 

beralrti mengaltur, memeliha lral, altalu melaltih bina ltalng, khususnyal 

kudal. 

Dallalm all-Munjid, siyal>salh aldallalh membua lt kema lslalhaltaln malnusial 

dengaln membimbing mereka l ke jallaln yalng menyela lmaltkaln. Siyal>salh aldallalh 

ilmu pemerinta lhaln untuk mengenda llikaln tugals dallalm negeri da ln lualr negeri, 

yalitu politik da llalm daln lualr negeri serta l kemalsyalralkaltaln ya lkni menga ltur 

kehidupaln umum altals dalsalr kealdilaln daln istiqa lmalh.  
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Dallalm reda lksi yalng berbeda l Husalin Fa luzy all-Naljjalr mendefinisika ln 

siyal>salh sebalgali sualtu pengalturaln kepentinga ln daln pemeliha lralaln 

kemalslalhaltaln ralkyalt serta l pengalmbila ln kebijalkaln (yalng tepalt) demi 

menjalmin tercipta lnyal kebalikaln balgi merekal. Daln definisi ya lng palling 

ringkals dalri Ibn Malnzhur tenta lng siyalsa lh aldallalh menga ltur sesualtu denga ln 

calral yalng memba lwal kepaldal kemalslalhaltaln. 

Objek ka ljialn fiqh siyal>salh meliputi a lspek pengalturaln hubungaln alntalral 

walrgal Negalral, hubungaln alntalr walrgal Negalral dengaln lemba lgal Negalral daln 

hubungaln alntalral lembalgal Negalral dengaln lembalgal Negalral, balik hubungaln 

yalng bersifa lt intern sua ltu Negalral malupun hubungaln ya lng bersifalt ekstern 

alntalr Negalral, dallalm berbalgali bidalng kehidupaln. Dalri pemalhalmaln seperti itu, 

talmpalk balhwal kaljialn fiqh siyal>salh memusa ltkaln perhaltialn paldal alspek 

pengalturaln.  

Penekalnaln demikialn terliha lt dalri penjela lsaln T.M. Halsbi all Shiddieqy 

yalng menya ltalkaln objek ka ljialn siyal>salh aldallalh pekerjalaln-pekerjalaln mukalllalf 

daln urusaln-urusaln mereka l, dengaln menginga lt persesua lialn itu denga ln jiwal 

syalrialh, ya lng kita l tidalk peroleh da llilnyal yalng khusus da ln tidalk berlalwalnaln 

dengaln sesualtu nalsh dalri nalsh-nalsh ya lng merupa lkaln syalrialh ‗almalh yalng 

tetalp. Hall yalng salmal ditemukaln pulal paldal pernyaltalaln Albdul Walhhalb 

Khalllalf balhwal objek pemba lhalsaln ilmu siyal>sa lh aldallalh pengalturaln daln 

perundalng-undalngaln yalng dituntut oleh ha ll ihwall kenega lralaln dalri segi 
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persesualinnyal dengaln pokok-pokok algalmal daln merupa lkaln reallisalsi 

kemalslalhaltaln malnusial sertal memenuhi kebutuha lnnyal.
49

 

Secalral galris besalr malkal objeknyal menjaldi, pertalmal, peralturaln daln 

perundalng-undalngaln, kedual, pengorgalnisalsialn daln pengalturaln 

kemalslalhaltaln, daln ketigal, hubungaln alntalr pengualsal daln ralkyalt sertal halk daln 

kewaljibaln malsing-malsing dallalm menca lpali tujualn Negalral.  Metode ya lng 

digunalkaln dallalm memba lhals fiqh siyal>salh tidalk berbedal dengaln metode ya lng 

digunalkaln dallalm memba lhals fiqh lalin, dallalm fiqh siyal>salh jugal menggunalkaln 

Ilm Ushul fiqh daln qowalid fiqh.  

2. Sumber Kaljialn Fiqh Siyalsalh  

Fiqh Siyalsalh aldallalh balgialn dalri fiqh. Fiqh siyal>salh sebalgali sebua lh 

disiplin ilmu mempunya li sumber da llalm pengka ljialnnyal. Sumber Fiqh siyal>sa lh 

aldal tigal balgialn, yalitu : 

1. all-Quraln daln all-Sunnalh 

2. Sumber-sumber tertulis sela lin all-Quraln daln all-Sunnalh 

3. Peninggallaln kalum muslimin terda lhulu 

La lin hallnyal dengaln Alhmald Sukalrjal yalng mengungka lpkaln balhwal 

sumber kaljialn fiqh siyal>salh beralsall dalri malnusial itu sendiri da ln lingkunga lnnyal 

seperti palndalngaln palral palkalr politik, urf altalu kebialsalaln malsyalralkalt yalng 
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Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Cet. 2, 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 30.  
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bersalngkutaln, aldalt istia ldalt setempa lt, penga llalmaln malsal lallu daln alturaln-alturaln 

yalng pernalh dibualt sebelumnya l. 

Beberalpal dalsalr hukum yalng dialnggalp berkalitaln dengaln fiqh siyalsalh 

syalr‟iyyalh, balik lalngsung altalupun tidalk lalngsung sebalgalimalnal Alllalh SWT 

berfirmaln: 

ةً وَا حِدَةً وَّانَاْ رَبُّكُمْ فَا ت َّقُوْنِ    تُكُمْ امَُّ  وَاِنَّ ىَذِهِ امَُّ

“Daln sungguh, (algalmal taluhid) inilalh algalmal kalmu, algalmal yalng saltu 

daln Alku aldallalh Tuhalnmu, malkal bertalkwallalh kepaldal-Ku. (Q.S. all-Mu‟minun: 

52).” 

ََدْلِ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََٰ أَىْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا بِ  إِنَّ  َ  الْ

َِظُكُمْ اللَّوَ  ا يَ َِمَّ ًَا بَصِيراً َ  بِوِ  نِ ي  إِنَّ اللَّوَ كَانَ سََِ

Alrtinyal :  

Sesungguhnyal Alllalh menyuruh kalmu menyalmpalikaln almalnalt kepaldal 

yalng berhalk menerimalnyal, daln (menyuruh kalmu) alpalbilal menetalpkaln hukum 

di alntalral malnusial supalyal kalmu menetalpkaln dengaln aldil. Sesungguhnyal 

Alllalh memberi pengaljalraln yalng sebalik-baliknyal kepaldalmu. Sesungguhnyal 

Alllalh aldallalh Malhal Mendengalr lalgi Malhal Melihalt. (Q.S. aln-Nisal: 58) 

Alyalt ini berisi perinta lh Alllalh SWT algalr almalna lt-almalna lt itu 

disalmpalikaln kepaldal yalng berhalk menerimalnyal, kekualsalaln untuk mengaltur 

bumi, mengelolal negalral daln mensejalhteralkaln malsyalralkalt sertal dijalnjika ln 
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kepaldal seluruh malsyalralkalt berimaln, bukaln kepaldal seseoralng alta lu kelals 

tertentu. 
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3. Rualng Lingkup Fiqh Siyal >salh 

Terjaldi perbedalaln pendalpalt di ka llalngaln ulalmal dallalm menentuka ln 

rualng lingkup ka ljialn fiqh siyal>salh. Aldal yalng membalgi menja ldi limal bidalng, 

aldal yalng memba lgi menjaldi empa lt bidalng, aldal yalng memba lgi tiga l bidalng, 

balhkaln aldal ulalmal yalng memba lgi dela lpaln bidalng pemba lhalsaln. Nalmun, 

perbedalaln tersebut tida lklalh terla llu prinsip, ka lrenal halnyal bersifalt teknis sa ljal. 

Menurut Ima lm all-Malwalrdi, seperti yalng ditua lngkaln di dallalm kalralngaln fiqh 

siyalsalh-nyal yalitu all-Alhkalm all-Sulthalniyyalh, malkal dalpalt dialmbil kesimpula ln 

rualng lingkup fiqh siyal>salh sebalgali berikut :
50

 

1. Siyal>sa lh Dusturiyyalh (peralturaln perundalng-undalngaln) 

2. Siyal>sa lh Mal>liyalh (ekonomi daln moneter a ltalu keualngaln) 

3. Siyal>sa lh Qaldlal‟iyyalh (peraldilaln) 

4. Siyal>sa lh Halrbiyyalh (hukum peralng) 

5. Siyal>sa lh „Idalriyyalh (aldministra lsi negalral) 

Sedalngkaln menurut Ima lm Ibn Ta limiyyalh, di dallalm kitalbnyal yalng 

berjudul all-Siyalsalh all-Syalr‟iyyalh, rualng lingkup fiqh siyalsalh aldallalh sebalgali 

berikut : 

1. Siyal>sa lh Qaldlal’iyya lh (peraldilaln) 

2. Siyal>sa lh ‘Idalriyyalh (a ldministra lsi negalral) 

3. Siyal>sa lh Malliyalh (ekonomi daln moneter altalu keualngaln) 
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4. Siyal>sa lh Daluliyyalh (hubunga ln internalsionall) 

Sementa lral Albd all-Walhhalb Khallalf lebih mempersempitnya l menjaldi 

tigal bidalng kaljialn, yalitu :  

1. Siyalsalh Qaldlal‟iyyalh (peraldilaln) 

2. Siyalsalh Daluliyyalh (hubungaln interna lsionall) 

3. Siyalsalh Malliyyalh ( ekonomi daln moneter a ltalu keualngaln) 

Sallalh saltu dalri ulalmal terkemukal di Indonesial, T.M. Halsbi, ma llalh 

membalgi kaljialn fiqh siyal>salh menjaldi delalpaln bidalng, ya litu : 

1. Siyalsalh Dusturiyyalh Syalr‟iyyalh (politik pembua ltaln perundalng-

undalngaln) 

2. Siyalsalh Talsri‟iyyalh Syalr‟iyyalh (politik hukum) 

3. Siyalsalh Qaldlal‟iyyalh Syalr‟iyyalh (politik pera ldilaln) 

4. Siyalsalh Malliyyalh Syalr‟iyyalh (politik ekonomi da ln moneter) 

5. Siyalsalh „Idalriyyalh Syalr‟iyyalh (politik aldministra lsi negalral) 

6. Siyalsalh Daluliyyalh Syalr‟iyyalh (politik hubunga ln internalsionall) 

7. Siyalsalh Talnfidziyyalh Syalr‟iyyalh (politik pela lksalnalaln perundalng-

undalngaln) 

8. Siyalsalh Halrbiyyalh Syalr‟iyyalh (politik pepera lngaln).
51

 

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup fiqh siyasah dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. Pertama, politik perundang-
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undangan (Siyasah Dusturiyyah), Bagian ini meliputi pengkajian tentang 

penetapan hukum (Tasyri‟iyyah) oleh lembaga legislative, peradilan 

(Qadlaiyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan 

(Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. 

Kedua, politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim 

dengan yang bukan muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga 

negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah 

Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, 

pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. 

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyâsah mempunyai 

kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam 

memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis 

yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga 

lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyâsah. Tanpa kebijakan 

politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan 

potensi yang mereka miliki. Fiqh siyâsah juga dapat menjamin umat Islam dari 

hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyâsah dapat diibaratkan sebagai 

akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga 

menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. 

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah 

melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna 
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dan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi penutup. Sementara itu, wahyu 

terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam 

satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. 

Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat 

menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman? Untuk hal ini para 

ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang 

berkaitan, universal dan komprehenship atau Syumul dan Mutakaamil. 

Universalitas Islam mengharuskan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman 

dan tempat, sedang komprehensivitas Islam mengharuskan Islam dapat 

menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari 

segala aspek kehidupan.
52

 

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik 

yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan 

oleh Imam Asy Syafi'i, ―tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama 

Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk 

padanya". Dengan kerangka berpikir di atas, setiap muslim berkeyakinan 

bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. 

Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik 

atau siyasah. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, 

maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan 

istilah Siyasah Syariyah atau politik syariat. 
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Siyasah Syar'iyah adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya 

menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakan hukum Allah, atau 

memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa 

yang tidak bertentangan dengan Nash, baik Nash itu ada (secara eksplisit) 

ataupun tidak ada (secara implisit).
53

 

Jadi esensi dari siyasah syar'iyah adalah kebijakan penguasa yang 

dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga ramburambu 

syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully, dari 

Al-Qur'an maupun Al-Hadits; (2) Maqâshid Syari'ah; (3) semangat ajaran 

Islam; (4) kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah. 

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, 

yaitu : Sulthah al-tasyri‘iyyah (kekuasaan Legislatif), Sulthah al-thanfidziyah 

(Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al-qadha‘iyyah (Kekuasaan Yudikatif). 

Jadi Tulisan singkat ini tidak mencoba merekam semua khazanah 

ketatanegaraan yang pernah ada, namun akan mengkaji beberapa istilah 

lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik 

Islam di atas. Pembahasan ini antara lain tasyri‘iyyah, tanfidziyah, 

qadha‘iyyah. 

1) Tasyri‟iyyah 

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative 
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disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah 

Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh 

siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri‟iyah digunakan untuk menunjukan 

salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur 

masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah 

altanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah). 

Dalam konteks ini kekuasaan legislative (al-sulthah al-tasyri‟iyah) berarti 

kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan 

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari‘at Islam. 

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari 

para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai 

bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal 

ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur‘an dan Sunnah, 

undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri‟iyah adalah 

undang-undang Ilahiyah yang disyari‘atkanNya dalam Al-Qur‘an dan 

dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) 

terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. 

Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan 

negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan 

pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa 

dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala 

negara selaku pelaksana pemerintahan. Unsur-unsur legislasi dalam fiqh 
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siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :  

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam 

b. Masyarakat Islam yang akan melaksnakan. 

c.  Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at 

Islam 

2) Tanfidziyah 

Menurut all-Malududi, lemba lgal eksekutif da llalm Islalm dinyaltalkaln 

dengaln istila lh ul all-almr daln dikepallali oleh seoralng Almir altalu Khallifalh. 

Istilalh ul all-almr tidalklalh halnyal terbaltals untuk lemba lgal eksekutif sa ljal 

melalinkaln jugal untuk lemba lgal legisla ltif, yudikaltif da ln untuk kallalngaln 

dallalm alrti yalng lebih lua ls lalgi. Nalmun dikalrenalkaln pralktek 

pemerinta lhaln Islalm tida lk menyebut istila lh khusus untuk ba ldaln-baldaln di 

balwalh kepallal negalral yalng bertugals meng-execute ketentua ln perundalng-

undalngaln seperti Diwaln all-Khalruj (Dewaln Paljalk), Diwaln all-Alh dals 

(Kepolisia ln), walli untuk setia lp wilalyalh, sekretalris, pekerja laln umum, 

Diwaln all-Jund (militer), salhib all-balit all-mall (pejalbalt keualngaln). Kepala 

departemen (Shahib al-Diwan) ini kadang-kadang disebut juga dengan 

wazir. Akan tetapi mereka tetap mengikut dan berada di bawah control 

kekuasaan wazir coordinator. Departemen-departemen yang dikepalai oleh 

masing-masing wazir ini merupakan cabinet dalam pemerintahan Bani 

Abbas yang disebut dengan Diwan al Aziz. 
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Berdasarkan hal ini, al Mawardi pada waktu itu membagi wazir 

menjadi dua bentuk: pertama, wazir Tafwidl, yaitu wazir yang memiliki 

kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga 

merupakan coordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat 

dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir 

tafwidl ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-

orang kepercayaan khalifah. Kedua, wazir tanfidz, yaitu wajar yang hanya 

bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh 

wazir tafwidl. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.  

Kekuasaan wazir tafwidl lebih besar dari wazir tanfidz, dan 

kekuasaan seorang wazir perlu dibedakkan dengan kekuasaan kepala 

Negara, perbedaannya adalah: 

a. Kepala Negara bisa menunjuk penggantinya 

b. Kepala Negara bisa meletakkan jabatan dengan langsung kepada 

rakyatnya 

c. Kepala Negara bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh 

wazir tafwidl; dan wazir tafwidl tidak bisa memecat orang-orang 

yang diangkat imam. 

Sedangkan wazir tanfidz derajatnya lebih rendah dari wazir tafwidl, 

karena ia melaksanakan apa yang disuruh oleh Imam, ia merupakan 

penengah antara imam dan masyarakat. Wazir tanfdiz tidak mempunyai 

kekuasaan penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah kepala 
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Negara, yang bertugas untuk: 

a. Menyampaikan permasalahan yanga ada kepada imam. 

b. Melaksanakan perintah dari imam 

Dr. wahbah Zuhaili, dalam kitabnya fiqh al-Islam wa Adillatuhu 

mengatakan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang wazir 

tanfidz, yaitu: Amanah, jujur, tidak tamak, ramah, mempunyai daya ingat 

yang kuat dan tidak termasuk orang yang mementingkan hawa nafsu, 

dengan syarat-syarat tersebut diharapkan seorang wazir dapat 

melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang bathil. 

Demikianlah garis besar pembahasan tentang wazir tafwidl dan 

wazir tanfidz menurut para ulama. Meskipun ada sarjana-sarjana yang 

menyamakan wazir tafwidl dengan perdana menteri dan wazir tanfidz 

dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah sama 

persis demikian, sebab sudah tentu konteliasi politik zaman Daulah 

Abbasiyah sangat jauh berbeda dengan sekarang. Satu hal barangkali bisa 

ditarik dari konsep tentang wazir ini adalah kepala Negara bisa 

mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagain 

kekuasaan yanga ada padanya kepada para pembantunya, dengan tujuan 

agak tugas-tugas imam yang cukup berat bisa dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya demi kemaslahatan bersama.
54
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3) Qadha‟iyyah 

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang 

mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam 

konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai 

Sulthah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan 

perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, 

mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang 

punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang 

diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman 

adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya 

keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan 

hukum kepala negara. 

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan 

kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga 

untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, 

hukumhukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, 

kewenangan peradilan (al-Qadha) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu 

Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah.
55
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4. Tinjalualn Fiqh Siyalsalh terhaldalp Peralturaln Bupalti Palngalndalraln Nomor 

40 Talhun 2020 Tentalng Pedomaln PSBB dallalm Pencegalhaln penalngalnaln 

Palndemi Covid-19 

Pembaltalsaln Sosiall Berskallal Besalr (PSBB) merupa lkaln pemba ltalsaln 

kegialtaln tertentu da llalm sualtu wilalyalh untuk mencega lh penyebalraln covid-

19. Pembaltalsaln tersebut meliputi pelibura ln sekolalh daln tempalt kerjal, 

kegialtaln kealgalmalaln, daln falsilitals umum hingga l mode tra lnsportalsi. Dallalm 

kondisi tertentu sa lalt ini tentu ba lnyalk perta lnyalaln balgalimalnal penjela lsaln 

palral ulalmal altalu balgalimalnal palndalngaln fiqh siyalsalh tenta lng 

pemberlalkukaln PSBB didallalm peralturaln tersebut. Alpalkalh Perbup ini ca lral 

tepalt balgi umalt? 

Disebutkaln dallalm haldist shalhih riwalyalt Imalm Bukhalri, balhwal 

Ralsululla lh SAlW bersalbdal yalng berbunyi :  

 عَنْ النَّبِِّ صَلّىَ عَلَيْوِ وَسّامََ قاَ لَ مَا انَْ زَلَ اللّوُ دَاءً إِلاَّ أنَْ زَلَ لَوُ شِفَاءً 

“Nalbi SAlW bersa lbdalh Alllalh tidalk alkaln menurunkaln penyalkit 

melalinkaln menurunkaln obaltnyal jugal”.
56

 

Menurut Kyali Sufya ln Roshidin sela lku Pengalsuh Ponpes Da lrul 

Hikmalh Malngunjalyal Palngalndalraln, spirit berba lgali kebija lkaln altalu putusaln 

yalng aldal dallalm peralturaln pemberla lkukaln PSBB untuk mencega lhaln 

penyalkit menula lr ini sesua li dengaln syalrialt Islalm dallalm memeliha lral jiwal 
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malnusial dalri alncalmaln balhalyal. Menurut belia lu, keputusaln yalng 

dilalksalnalkaln pemerintalh aldallalh untuk menjalgal kemalslalhaltaln bersalmal.
57

 

Kemudialn menghinda lrkaln malral balhalyal daln memeliha lral jiwal malnusial dalri 

Covid-19. Belialu jugal menjelalskaln, sebalgali umalt Isla lm tentunya l aldal 

perintalh algalmal yalng halrus diikuti, ya litu perta lmal aldallalh perintalh Alllalh, 

kedual perinta lh Ralsulullalh, daln ketiga l perintalh ulil almri altalu pemerinta lh. 

Berdalsalrkaln penjelalsaln dialtals, hall tersebut sesua li dengaln aljalraln Islalm. 

Berbalgali kebijalkaln telalh dikelua lrkaln oleh pemerinta lh untuk 

mencegalh daln menalnggulalngi penyeba lraln Covid-19. Sallalh saltunyal 

pemberlalkualn PSBB dengaln memberi alralhaln seperti himbalualn mema lkali 

malsker, membentuk tim ga lbungaln untuk memeriksa l prokes, daln lalinnyal. 

Daln itu menja ldi sallalh saltu bentuk ikhtia lr dalri pemerinta lh daleralh untuk 

mencegalh penyebalraln Covid-19. Hall tersebut dila lkukaln algalr malsyalralkalt 

terhindalr daln dalpalt memutus ma ltal ralntali penyebalraln Covid-19, sehingga l 

malsyalralkalt bisal melalkukaln alktivita ls seperti bia lsalnyal. Dalri uralialn di altals 

tentu saljal kital sebalgali umalt Islalm halrus menalalti pera lturaln yalng tela lh 

dikelualrkaln altalu melalksalnalkaln alpal yalng diperinta lhkaln oleh pemerinta lh 

gunal kebalikaln bersalmal. Perinta lh tersebut tentunya l bersifalt tempora ll dallalm 

pemberlalkualnnyal menginga lt situalsi daln kondisi ya lng sedalng terjaldi.
58

 

  

                                                 
57

Agus Hermanto, Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi 

Komparatif al-Tufi dan al-Ghazalo), ―AL‟ADALAH 14, no. 2 (2017): 433-60, 

https://doi.org/10.24042/adalah.vl4i2.2414.  
58

Alamsyah Alamsyah, “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum 

Islam,” Al-Adalah 12, no. 1 (2015): 479-92. https://doi.org/102402/adalah.  V12i1.201.  

https://doi.org/10.24042/adalah.vl4i2.2414
https://doi.org/102402/adalah


 

67 

BAlB III  

METODE PENELITIAlN 

Metode penelitia ln aldallalh kegialtaln ilmialh yalng berka litaln dengaln sualtu 

calral kerjal (sistemaltis) untuk mema lhalmi sualtu subjek a ltalu objek penelitia ln 

sebalgali calral yalng balik untuk menemuka ln solusi ya lng dalpalt dibenalrkaln secalral 

ilmialh daln termalsuk valliditalsnyal.
59

 Dallalm metode penelitia ln ini, peneliti a lkaln 

memalpalrkaln beberalpal alspek yalng penting, dia lntalralnyal: 

A . Jenis Penelitialn 

Dallalm pembina laln skripsi ini, penulis mengguna lkaln jenis penelitia ln 

―Field Resea lrch‖, yalitu fa lktal-falktal yalng digunalkaln dallalm penelitia ln-

penelitia ln yalng diterima l melallui wilalyalh penelitia ln yalng digunalkaln dallalm 

penelitia ln-penelitia ln yalng diperoleh da lri informa lsi.
60

 Dengaln mengumpulka ln 

staltistik mela llui observalsi, walwalncalral, pendokumentalsialn daln observalsi perlu 

untuk menda lpaltkaln staltistik yalng dibutuhka ln. 

B . Pendekaltaln Penelitialn 

Pendekaltaln dallalm penelitia ln ini mengguna lkaln deskriptif kua llitaltif, yalitu 

mengungkalpkaln kejaldialn falktal yalng aldal ditempalt penelitia ln. Sertal 

balgalimalnal menghaldalpi peralturaln yalng berla lku daln melihalt proses bekerja lnyal 

hukum dalri peralturaln tersebut. Jenis penelitia ln ini dipilih ka lrenal dallalm 
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penelitia ln ini a lkaln memba lhals tentalng peraln alpalralt desal dallalm implementa lsi 

peralturaln bupalti Palngalndalraln Nomor 40 ta lhun 2020 tenta lng pedomaln PSBB 

dallalm pencega lhaln penalnalnaln Covid-19 perspektif Fiqh Siyal>salh (studi kalsus 

Desal Malruyungsalri Palngalndalraln).  

C . Lokalsi Penelitialn 

 Disini sa lyal melalkukaln studi di Desa l Malruyungsalri. Desal Malruyungsalri 

aldallalh sebualh desal di dallalm Negalral Indonesial, Provinsi Ja lwal Balralt, 

Kalbupalten Palngalndalraln, Kecalmaltaln Paldalheralng. Desal Malruyungsalri 

merupalkaln desal yalng memiliki lima l dusun yalitu, Dusun Malruyungsalri, Dusun 

Talrisi, Dusun Jula lng, Dusun Meka lrsalri, Dusun Alnggalralksaln. Desal 

Malruyungsalri aldallalh sebualh desal di perbaltalsaln Jalwal Balralt daln Jalwal Tengalh, 

di pinggira ln sungali Citalnduy ya lng berba ltalsaln lalngsung denga ln kalbupalten 

Cilalcalp, Jalwal Tengalh.
61

 Desal Malruyungsalri yalng memiliki lua ls 543 Hal. 

Dengaln memiliki ketinggia ln 457 meter dia ltals permukalaln lalut. Desal 

Malruyungsalri memiliki jumla lh penduduk 6.484 jiwal.
62

 

D . Walktu Penelitialn 

 Penulis mela lkukaln penelitia ln di Desal Malruyungsalri, mulali talnggall 24 

Jalnualri s/d 07 Februalri 2022. Alkaln tetalpi, aldalnyal virus covid-19 daln beberalpal 

alpalralt desal yalng mela lkukaln musyalwalralh di lua lr kalntor dallalm ralngkal untuk 
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pencegalhaln virus palndemi membua lt peneliti da llalm melalkukaln penelitia ln 

cukup mengha lmbalt dallalm mencalri informa lsi malupun mengumpulkaln daltal. 

E . Subjek Penelitialn 

Subjek penelitia ln yalng alkaln diselesa likaln melallui ca lral peneliti a ldallalh 

mempriorita lskaln walwalncalral dengaln peralngkalt desal (kepallal desal), sekreta lris 

desal daln bebera lpal kepallal dusun daln malsyalralkalt Desal Malruyungsalri. Dima lnal 

dallalm hall tersebut dia lnggalp mengeta lhui tenta lng balgalimalnal peraln alpalralt Desal 

Malruyungsalri dallalm implementa lsi peralturaln bupalti Palngalndalraln Nomor 40 

talhun 2020 tenta lng pedomaln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln palndemi 

Covid-19.  

F . Objek Penelitialn 

 Objek penelitia ln ini aldallalh implementa lsi peralturaln Bupalti Palngalndalraln 

Nomor 40 talhun 2020 tenta lng pedomaln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln 

Covid-19 di Desal Malruyungsalri, altalu bisal dikaltalkaln peneralpaln sertal kendallal 

dalri peralturaln tersebut.  

G Sumber Daltal 

Sumber daltal yalng digunalkaln peneliti da llalm penelitia ln ini yalitu : 

1. Sumber Daltal Primer 

Daltal primer aldallalh daltal yalng beralsall dalri sumber uta lmal altalu 

pertalmal. Daltal primer juga l sebualh daltal yalng lalngsung didalpaltkaln dalri 
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sumber da ln diberi kepa ldal pengumpul da ltal altalu peneliti.
63

 Sumber uta lmal 

dalri penelitia ln ini ya litu peraln alpalralt Desal Malruyungsalri dallalm 

implementa lsi peralturaln bupalti Palngalndalraln nomor 40 ta lhun 2020 tenta lng 

pedomaln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln palndemi Covid-19. 

Selalnjutnyal, daltal yalng didalpaltkaln diperoleh mela llui walwalncalral. 

2. Sumber Daltal Sekunder 

Daltal sekunder aldallalh staltistik ya lng diperoleh mela llui peneliti 

sebalgali sta ltistik pemba lntu nomor saltu yalng diperoleh mela llui unda lng-

undalng, buku, jurnall, malkallalh, alrtikel, da ln membalntu file a ltalu bukti paldal 

salalt penelitia ln. 

H  Metode Pengumpulaln Daltal 

 Metode seri ca ltaltaln yalng diinginka ln di sini a ldallalh di malnal seri caltaltaln 

malksimum ya lng berlalku diterima l algalr caltaltaln tersebut bena lr-benalr vallid. 

Kalrenal studi kua llitaltif termalsuk dallalm bentuk studi subjek, ma lkal metode 

pengumpula ln daltal yalng digunalkaln dallalm studi ini a ldallalh dokumentalsi yalng 

dikolalboralsikaln dengaln observalsi, walwalncalral dengaln kejaldialn-kejaldialn yalng 

berhubungaln dengaln item ya lng alkaln diteliti.
64

 

1. Observalsi  

 Metode teknik pengumpula ln daltal pertalmal yalng digunalkaln oleh 

peneliti a ldallalh untuk mempela ljalri lokalsi penelitia ln,  kalrenal teknik 
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pengumpula ln daltal umumnyal digalmbalrkaln sebalgali pengumpula ln 

sistema ltis da ln pencaltaltaln fenomenal yalng alkaln diteliti.
65

 Teknik ini 

dilalkukaln untuk mengeta lhui peralturaln bupalti Palngalndalraln nomor 40 

talhun 2020 tentalng pedomaln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln 

palndemi Covid-19 perspektif fiqh siyalsalh (Studi di Desa l Malruyungsalri 

Palngalndalraln). 

2. Walwalncalral 

Walwalncalral dallalm mengumpulka ln informalsi dila lkukaln dengaln 

calral lalngsung hea ld to heald dallalm sistem peroleha ln staltistik ya lng 

berkalitaln dengaln falktal. Walwalncalral aldallalh sekelompok informa lsi mela llui 

pertukalraln percalkalpaln dengaln tujualn tertentu. Da ln pertukalraln percalkalpaln 

dilalkukaln melallui ca lral malsing-malsing pihalk, walwalncalral disebut seba lgali 

tokoh yalng menalnyalkaln pertalnyalaln, daln walwalncalral disebut seba lgali 

pertalnyalaln yalng dialjukaln melallui calral pewalwalncalral.
66

  

Walwalncalral yalng alkaln dilalkukaln oleh peneliti ya litu : 

a. Balpalk Tusimaln selalku Kepallal Desal Malruyungsalri 

b. Balpalk Supalrdi selalku Sekretalris Desal Malruyungsalri 

c. Balpalk Kalrtim sela lku Kepallal Dusun Alnggalralksaln, Desal Malruyungsalri 

d. Balpalk Sugeng selalku Kepallal Dusun Talrisi, Desal Malruyungsalri 

e. Malsyalralkalt Desal Malruyungsalri  
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Penggunalaln walwalncalral tidalk terstruktur dimula li dengaln kaltal-kaltal 

terbukal, seperti, ―Ba lgalimalnal, ―Alpal‖, daln ―Mengalpal‖, pertalnyalaln yalng 

dialjukaln dalpalt mengguna lkaln balhalsal lingkungaln, jika l jaluh diyalkini 

responden lebih terbuka l. 

3. Dokumentalsi 

Setela lh melallui prosedur stra ltegi observalsi daln walwalncalral, peneliti 

terus mengumpulka ln staltistik denga ln balntualn dokumentalsi. Pendeka ltaln 

dokumenta lsi ini ingin meningka ltkaln alkuralsi, kebenalraln daltal altalu falktal 

yalng dikumpulka ln dalri substalnsi dokumenta lsi yalng aldal di dallalm 

lalpalngaln daln dalpalt digunalkaln sebalgali balhaln dallalm memeriksa l kealbsalhaln 

staltistik.
67

 Sifalt dokumenta lsi aldallalh sebalgali pelengka lp penggunalaln 

straltegi komenta lr daln walwalncalral paldal penelitia ln ini, khususnya l mengenali 

implementa lsi undalng-undalng Bupalti Palngalndalraln Nomor 40 ta lhun 2020 

tentalng pedoma ln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln palndemi Covid-

19.
68

  

I . Alnallisis Daltal 

 Metode a lnallisis da ltal aldallalh teknik menca lri daln mengaltur seca lral 

sistema ltis ha lsil dalri walwalncalral, caltaltaln, daln balhaln yalng dikumpulka ln untuk 

meningkaltkaln pemalhalmaln semual balhaln yalng dikumpulka ln daln 

memungkinka ln penyaljialn alpal yalng ditemuka ln. Pendekaltaln alnallitik ya lng 
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digunalkaln oleh peneliti a ldallalh pendekaltaln deduktif, ya litu pendeka ltaln alnallitik 

yalng dimula li dalri dalsalr-dalsalr pengetalhualn yalng umum untuk ditera lpkaln ke 

reallitals empiris ya lng khusus.
69

 Miles da ln Hubermaln berpendalpalt balhwal 

alktifitals dallalm alnallisis da ltal kuallitaltif dila lkukaln secalral interalktif daln 

berlalngsung seca lral terus menerus sa lmpali selesa li. Kegia ltaln dallalm evallualsi 

informalsi aldallalh reduksi daltal, penyaljialn daltal, daln verifikalsi daltal. 

1. Reduksi Daltal 

 Informalsi ya lng diperoleh mela llui sa lralnal peneliti di da llalm lalpalngaln 

cukup besalr, untuk itu penting untuk didokumenta lsikaln secalral halti-halti 

daln rinci. Pendeka ltaln informa lsi mereduksi meringka ls, memilih ha ll-hall 

yalng uta lmal, memfokuska ln paldal hall-hall yalng esensia ll, mencalri isu da ln 

polal. Dengaln demikialn informalsi yalng tela lh dikuralngi alkaln memberika ln 

galmbalraln yalng lebih jelals daln memuda lhkaln peneliti untuk mela lkukaln 

pengumpula ln informalsi serupal, daln mencalrinyal salalt dibutuhka ln. 

 Dallalm penelitia ln ini, reduksi da ltal dilalkukaln paldal pemilihaln daltal 

Peralturaln Bupalti Palngalndalraln Nomor 40 Ta lhun 2020 daln halsil 

walwalncalral yalng nalntinyal dalpalt diguna lkaln sebalgali daltal penelitia ln, 

sehinggal dallalm proses sela lnjutnyal peneliti tela lh memiliki da ltal utalmal daln 

sekunder. 

2. Penyaljialn Daltal 
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 Setela lh daltal direduksi, lalngkalh selalnjutnyal aldallalh menyaljikaln daltal. 

Dallalm studi kua llitaltif, penyaljialn daltal dalpalt diselesa likaln dallalm bentuk 

deskripsi singka lt. Balgaln, hubungaln alntalr kaltegori, da ln sejenisnyal. Dallalm 

hall ini, Miles da ln Hubermaln palling sering digunalkaln untuk mena lwalrkaln 

staltistik da llalm studi kua llitaltif dengaln teks na lraltif. Denga ln memberika ln 

staltistik, a lkaln lebih muda lh untuk mema lhalmi a lpal yalng terja ldi, 

merencalnalkaln lukisaln yalng salmal terutalmal berdalsalrkaln alpal yalng tela lh 

dipalhalmi.
70

 

 Dallalm memberika ln informalsi ini, peneliti mema linkaln semual 

informalsi di da llalm bentuk konten tekstua ll untuk memuda lhkaln penulis 

memalhalmi isi informa lsi daln memuda lhkaln peneliti untuk memverifika lsi 

informalsi. Peneliti menuliska ln semua l halsil walwalncalral dallalm bentuk 

nalraltif a lgalr tidalk terlallu sulit untuk menca lmpur informa lsi dalri Perbup 

Palngalndalraln No. 40 Talhun 2020 dengaln informalsi subjek. 

3. Verifikalsi Daltal 

 La lngkalh teralkhir dallalm evallualsi ca ltaltaln kuallitaltif aldallalh menalrik 

kesimpula ln daln verifika lsi. Kesimpula ln alwall yalng direkomenda lsikaln tetalp 

singkalt daln dalpalt bergalntialn jikal tidalk aldal bukti kua lt yalng ditentuka ln 

untuk mema lndu tingkalt pengumpula ln caltaltaln selalnjutnyal. Nalmun, jika l 

kesimpula ln yalng dialngkalt paldal tingkalt alwall didukung denga ln balntualn 

menggunalkaln bukti yalng salh daln konstaln sementa lral peneliti kemba lli ke 

sektor untuk memperoleh ca ltaltaln, malkal kesimpulaln yalng 

                                                 
70

Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjejep 

Rohadi, (Jakarta : UIP, 2014), hlm. 16.   



 

 

 

75 

direkomenda lsikaln aldallalh kesimpula ln yalng kredibel. Kesimpula ln dallalm 

studi kua llitaltif aldallalh temualn yalng belum perna lh aldal sebelumnya l. 

Temualn-temualn tersebut da lpalt berupal galmbalraln altalu galmbalraln sualtu hall 

yalng dulunya l malsih redup a ltalu gelalp sehingga l setela lh dipelaljalri menja ldi 

jelals.
71

 

 La lngkalh penutup ini a ldallalh lalngkalh menca lri talhu falktal-falktal 

teralkhir alkibalt sebualh penelitia ln. Dallalm hall ini peneliti mela lkukaln cross 

check fa lktal-falktal sektorall dengaln falktal-falktal dalri Perbup No. 40 Ta lhun 

2020. Kemudia ln yalng teralkhir ditalrik dalri 2 falktal tersebut. 
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BAlB IV 

EFEKTIVITAS AlPAlRAlT DESAl DAlLAlM IMPLEMENTAlSI 

PERAlTURAlN BUPAlTI PAlNGAlNDAlRAlN NOMOR 40 TAlHUN 2020 

TENTAlNG PSBB DAlLAlM  PENCEGAlHAlN PENAlNGAlNAlN PAlNDEMI 

COVID—19 PERSPEKTIF FIQH SIYAlSAlH 

(STUDI DI DESAl MAlRUYUNGSAlRI PAlNGAlNDAlRAlN) 

A. Galmbalraln Umum Desal Malruyungsalri 

1. Petal daln Leta lk Geogralfis Desal Malruyungsalri Keca lmaltaln Paldalheralng, 

Kalbupalten Palngalndalraln 

 

  

 

 

 

 

 Desal Malruyungsarli aldallalh sebualh Desal di Keca lmaltaln Paldalheralng 

yalng beraldal di sebelalh timur keca lmaltaln Paldalheralng berbaltalsaln lalngsung 

dengaln wila lyalh Provinsi Ja lwal Tengalh, daln merupalkaln balgialn dalri 

pemerinta lh kalbupalten Palngalndalraln. Desal Malruyungsalri dialpit oleh 4 desal 

yalng terdiri da lri : 
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 Sebela lh Utalral  : Desal Kertaljalyal 

 Sebela lh Selaltaln : Desal Palledalh 

 Sebela lh Balralt : Desal Kalralngpalwitaln 

 Sebela lh Timut : Desal Talmbalksalri, Jalwal tengalh 

Sementa lral Orbitals (Jalralk dalri pemerinta lhaln desal) aldallalh : 

 Jalralk dalri pusalt Pemerinta lhaln : 7 Km 

 Jalralk dalri Pemerinta lhaln   : 61 Km 

 Jalralk dalri Ibu Kotal Provinsi : 181 Km 

2. Sejalralh daln Visi Misi Desal Malruyungsalri  

 Desal Desal Malruyungsalri merupa lkaln balgialn dalri Desal Kalbupalten 

Palngalndalraln. Dimalnal dallalm sejalralhnyal, Desal Malruyungsalri berubalh 

menjaldi berba lsis paldal sekitalr talhun 1980. Ini a ldallalh pecalhaln dalri Desal 

Palledalh. Yalng pertalmal aldallalh Dusun Talrisi daln Dusun Alnggalralksaln. 

Sebutaln Malruyungsalri dialmbil dalri palnggilaln seoralng leluhur ya lng beraldal 

di dallalm kalwalsaln Dusun Malruyungsalri, tepaltnyal Mruyung yalng alrtinyal 

pohon jalmbe/pinalng. Disebutka ln balhwal kalwalsaln ini perna lh menjaldi 

tempalt persingga lhaln seoralng pejalbalt kera ljalaln. Menurut sesepuh Desa l 

Malruyungsalri, wilalyalh ini seka lralng dihuni mela llui ca lral nenek moya lng 

bernalmal Mbalh Balndal Yudal yalng dikaltalkaln telalh mengurus perta lnialn di 
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Desal Malruyungsalri. Oleh ka lrenal itu, setia lp musim ta lnalm daln dallalm bulaln 

Syuro dialdalkaln upalcalral keselalmaltaln secalral rutin.
72

 

 Desal Malruyungsalri aldallalh sebualh desal yalng terletalk di 

Kecalmaltaln Paldalheralng, Kalbupalten Pa lngalndalraln, Provinsi Ja lwal Balralt. 

tepaltnyal di sebela lh timur Ka lbupalten Paldalheralng daln sekalligus berba ltalsaln 

dengaln Provinsi Ja lwal Tengalh. Kondisi a llalm sekitalr Desal Malruyungsalri 

merupalkaln Desal Salwalh, malsyalralkalt Desal Malruyungsalri sebalgialn besalr 

aldallalh petalni. Berdomisili di Ka lbupalten Palngalndalraln, Desal Malruyungsalri 

kini memiliki lima l dusun, yalitu: Dusun Meka lrsalri, Dusun Jula lng, Dusun 

Malruyungsalri, Dusun Talrisi, daln Dusun Alnggalralksaln.  

 Kalntor Desal Malruyungsalri, berfungsi seba lgali tempa lt 

berlalngsungnyal kegialtaln taltal pemerinta lhaln desal daln pelalyalnaln kepaldal 

malsyalralkalt. Sallalh saltunyal memberika ln pelalyalnaln dallalm pencega lhaln 

virus covid-19 kepaldal malsyalralkalt sekita lr. Perkembalngaln kalsus covid-19 

yalng tida lk menentu, membua lt alpalralt Desa l Malruyungsalri bergeralk cepa lt 

membentuk tim rela lwaln covid untuk menghimba lu, membalntu, daln 

memberika ln perhaltialn kepaldal malsyalralkalt algalr selallu menja lgal kesehaltaln 

daln menjallalnkaln protokol keseha ltaln. Sebalgali alpalraltur desa l yalng beraldal 

dallalm wilalyalh kalbupalten Palngalndalraln, pemerinta lh desal mengembaln 

tugals penyelengga lralaln dengaln struktur Orga lnisalsi alpalralt Desal 

Malruyungsalri sebalgali berikut : 
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 Aldalpun visi daln misi Desa l Malruyungsalri aldallalh sebalgali berikut : 

a. Visi 

―Dengaln ima ln daln talqwal Desal Malruyungsalri cipta lkaln tralnspalralnsi 

pemerinta lhaln yalng almalnalh, malndiri, a ldil daln nyalmaln (AlMAlN) dallalm 

mengejalr ketertinggallaln‖ 

b. Misi 

1. Peningkaltaln SDM 

2. Meningkaltkaln perekonomia ln malsyalralkalt yalng malju daln berkuallitals 

SUPARDI 

Sekretaris desa 

SUTEJI 

Kaur keuangan 

MARDI 

kaur umum 

RAHMAT 

Kaur kesra 

KUDIYONO 

Kaur ekbang 

SOMADIN 

Kaur pemerintahan 

STAFF DESA 

SLAMET 

KADUS 

KOMENG 

KADUS 

AHMAD 

KADUS 

KARTIM 

KADUS 

SUGENG 

KADUS 
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3. Meningkaltkaln pengelola laln daln peningka ltaln SDM yalng berwalwalsaln 

lingkunga ln 

4. Meningkaltkaln produktivita ls daln kuallitals pemalsalraln produk unggulaln 

5. Meningkaltkaln kinerja l alpalraltur pemerinta lhaln dengaln dilalndalsi alkhlalk 

mulia l.
73

 

B. Efektivitas Alpalralt Desal Dallalm Implementalsi Peralturaln Bupalti 

Palngalndalraln Nomor 40 talhun 2020 tentalng  Pedomaln PSBB dallalm 

Pencegalhaln Penalngalnaln Palndemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyalsalh 

(Studi di Desal Malruyungsalri Palngalndalraln) 

 sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020, 

yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk 

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 sedemikian rupa untuk 

mencegah kemungkinan penyebaran covid-19 (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan dari PSBB ialah untuk mencegah 

meluasnya penyebaran virus corona, dan juga hal tersebut masuk kepada 

kategori kedaruratan kesehatan masyarakat.  

 Peraturan Pemerintah yang dibuat kini dipertanyakan keefektivannya di 

dalam konsisten penerapan menghadapi pandemic covid-19. Karena bagaimana 

pun juga, efektiv atau tidaknya PSBB dipengaruhi oleh berbagai aspek yang 

harus saling mendukung satu sama lain, baik itu dari pemerintah maupun 

masyarakat seperti yang terjadi di Desa Maruyungsari, laporan kasus positif 
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http://maruyungsari.blogspot.com/p/pembangunan-bidang-pertanian.html di akses pada 

tanggal 10 Maret 2022. 
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50% sebelum pelaksanaan PSBB setelah pelaksanaan PSBB adanya perubahan 

menjadi 29% setelah PSBB telah ditetapkan selama empat belas hari.  

 Sementara itu, pada pertengahan Mei hingga Juni 2020 yakni saat 

PSBB pertama kali ditetapkan, diantara masyarakat yang tidak mematuhi 

protokol kesehatan seperti yang telah diberitahukan oleh pemerintah padahal 

memakai masker bentuk pencegahan virus corona dari orang kemungkinan 

telah terinfeksi tetapi tidak menunjukan gejala covid-19.  

 Namun, dengan di perpanjangnya PSBB pada bulan Mei, mobilitas 

masyarakat kembali meningkat diikuti dengan jumlah laporan kasus perhari 

yang mengalami peningkatan pula. Hal ini terjadi bukan hanya pada Kabupaten 

Pangandaran saja melainkan juga pada wilayah yang zona merah di Indonesia 

termasuk Desa Maruyungsari yang masih bagian dari Kabupaten Pangandaran . 

Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan, zona merah ada pada 

beberapa wilayah Pangandaran yaitu kota Banjar, Kecamatan Banjarsari, 

Kecamatan Padaherang termasuk Desa Maruyungsari, untuk wilayah lainya itu 

masih di Zona Kuning. Jumlah kasus positif covid-19 di Kabupaten 

Pangandaran pertanggal 13 Agustus 2020, untuk pasien positif yang dirawat di 

RSU Pandega Pangandaran berjumlah 48 orang, sementara pasien positif 

covid-19 OTG (orang tanpa gejala) yang sedang menjalani isolasi mandiri 

sebanyak 90 orang. Tetapi jumlah kasus di Pangandaran sempat menurun, 

namun paska lebaran 2021, kasus covid-19 naik kembali kurang lebih 100 

kasus dan itu rata-rata klaster keluarga. Menurut Wakil Bupati Pangandaran H. 

Ujang Endin Indrawan, mengatakan mobilitas yang meningkat di saat 
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pertengahan bulan puasa salah satunya dipengaruhi oleh antusiasme warga 

menjalankan ibadah. Selain itu beberapa warga yang tadinya memilih berdiam 

diri saat awal puasa terlebih pada siang hari akhirnya memutuskan untuk keluar 

rumah menjelang berbuka puasa. Mobilitas Masyarakat ini terus meningkat dan 

puncaknya ada pada pertengahan bulan juni.
74

   

 Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 di buat dengan adanya arahan 

dari pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan-pembatasan social setiap 

daerah yang berzona merah, yakni adanya peningkatan jumlah kasus covid-19 

dengan peningkatan kematian, inilah salah satu respon pemerintah untuk 

mengatasi wabah ini, dan membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan 

covid-19 di Desa Maruyungsari, pada saat di bentuk perbup no 40 tahun 2020 

dengan memutuskan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di 

karenakan kebijakan ini melarang masyarakat beraktivitas diluar, maka 

pemerintah berkomitmen untuk melakukan bantuan social. Bantuan meliputi: 

bantuan tunai, bantuan kebutuhan sehari-hari- dan bantuan untuk korban covid 

atau warga yang sedang isolasi mandiri. Dallalm kaitan mengenai bantuan social 

kepada masyarakat tentu menjadi sebuah jaminan kesejahteraan dari aparat ke 

masyarakatnya, agar masyarakat bisa mendapatkan jaminan perlindungan 

didalamnya.
75
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 Aparat Desa Maruyungsari mendata terdapat 1.012 KK dan 4.010 jiwa. 

Dan yang berhak mendapatkan bantuan social covid-19 hanya 55% dari jumlah 

penduduk di Desa Maruyungsari, dalam satu Desa tersebut memiliki 5 Dusun, 

yaitu: Dusun Maruyungsari, Dusun Mekarsari, Dusun Julang, Dusun 

Anggaraksan, dan Dusun Tarisi, dalam satu desa tersebut memiliki 30 RT dan 

5 RW, sedangkan dalam satu dusun memiliki 6 RT dan 1 RW. Jumlah dari 

4.010 jiwa penduduk Maruyungsari terhitung dari bayi hingga manula 

(manusia lanjut usia). Bantuan diberikan per KK, dan  di bagi menjadi 2 tahap 

dengan jenjang satu bulan sekali. Tahap pertama di salurkan dengan cara 

memberi sembako ke setiap masyarakat yang terdampak covid-19 dan tahap 

kedua di salurkan dengan pemberian uang sebesar 500 ribu.  

 Bantuan sosial pada masa pandemi di Desa Maruyungsari pada tahap 1 

tidak tersalurkan secara merata dan kurang tepat sasaran hal itu menuai pro dan 

kontra, misalnya bansos diberikan kepada keluarga yang mampu dan hanya 

orang-orang sekitar dari RT, RW, Kepala Desa. Kejadian tersebut terjadi pada 

akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020. Tetapi karna banyak usulan atau 

keluh kesah dari masyarakat, bansos pada tahap 2 mulai membaik dan tepat 

sasaran, karena ada pembaharuan data penerima bantuan sosial.  

 Dalam mengimplika lsikaln peralturaln bupalti di la lpalngaln, memiliki 

pengalruh yalng salngalt lua ls daln besalr yalng dialnggalp cukup efektif untuk 

mengaltur ma lsyalralkalt pentingnya l menghentika ln penalngalnaln palndemi 

COVID-19. Motif diteta lpkalnnyal Peralturaln Bupalti ini aldallalh sebalgali pedomaln 

balgi pihalk berwenalng daln pihalk-pihalk terkalit dallalm memberla lkukaln PSBB 
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untuk menyela lmaltkaln malsyalralkalt dallalm menghaldalpi palndemi COVID-19.
76

 

Pencegalhaln penalngalnaln covid-19 bertujualn untuk:
77

 

a.  Membaltalsi kegialtaln tertentu daln pergeralkaln oralng 

b. Meningkaltkaln alntisipa lsi perkemba lngaln penyebalraln covid-19 

c.  Memperkua lt upalyal penalngalnaln kesehaltaln alkibalt covid-19 

d. Menalngalni dalmpalk sosiall daln ekonomi da lri penyebalraln covid-19 

 Pengimplementa lsialn malksud daln tujua ln dibentuknya l Peralturaln Bupalti 

PalngalndalralnNomor 40 Ta lhun 2020 ma lsyalralkalt daln pemerinta lh terdalpalt halk 

daln kewaljibaln, dialntalralnyal aldallalh: 

1. Malsyalralkalt berhalk untuk:
78

 

a. Memperoleh pengoba ltaln daln pelalyalnaln dalri pemerintalh terdekalt; 

b. Mendalpaltkaln pelalyalnaln kesehaltaln dalsalr ya lng konsisten denga ln 

kebutuhaln medis; 

c. Memperoleh fa lktal daln caltaltn public seputa lr covid-19; 

d. Kemudalhaln alkses  dallalm pembualtaln perkalral seputalr covid-19; daln 

e. La lyalnaln untuk  peringa ltaln daln pengubura ln jenalzalh covid-19 daln/altalu 

terdugal korbaln covid-19. 

2. Malsyalralkalt pun berkewa ljibaln untuk:
79

 

a. Memaltuhi seluruh ketentua ln di dallalm pelalksalnalaln PSBB; 

b. Ikut sertal dallalm pelalksalnalaln PSBB;daln 
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c. Melalksalnalkaln perilalku hidup bersih da ln sehalt (PHBS) 

BAlB II 

Pelalksalnalaln PSBB 

Balgialn Kesaltu 

Umum 

            Palsall 5 

(1) Dallalm Upalyal untuk menyelalmaltkaln dalri penyebalraln covid-19, 

PSBB diberla lkukaln di wila lyalh dallalm bentuk  pedoma ln yalng 

dilalkukaln paldal talhalp tertentu da llalm malsal inkubalsi terlalmal daln 

dalpalt diperpalnjalng  jika l terdalpalt bukti penyeba lraln, yalng dialtur 

melallui keputusaln Bupalti. 

(2)  Pelalksalnalaln PSBB seba lgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) terla lksalnal 

dengaln salngalt balik daln optimall, khususnyal di wila lyalh kecalmaltaln 

daln/altalu desal yalng dalpalt dilindungi di da llalm kalwalsaln ralwaln 

penulalraln Covid-19. 

(3) PSBB sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) dila lksalnalkaln dallalm 

bentuk pera lturaln pembaltalsaln alktivita ls lualr rumalh yalng dilalksalnalkaln 

oleh setia lp oralng yalng berdomisili da ln/altalu berkegia ltaln di wilalyalh 

Kalbupalten Palngalndalraln. 

(4) Selalmal pemberlalkualn PSBB, setia lp oralng waljib: 

a. Melalksalnalkaln perilalku hidup bersih da ln sehalt (PHBS); daln 

b. Menggunalkaln malsker alpalbilal beraldal di lualr rumalh. 

(5) Pembaltalsaln alktivita ls lualr rumalh sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 

(3), meliputi: 

a. Pembaltalsaln melalksalnalkaln pembela ljalraln di sekola lh daln/altalu 

institusi pendidika ln lalinnyal; 

b. Pembaltalsaln alktivita ls bekerjal di tempalt kerjal/kalntor; 

c. Pembaltalsaln kegialtaln kealgalmalaln di rumalh ibaldalh; 

d. Pembaltalsaln kegialtaln di tempa lt altalu falsilitals umum; 

e. Pembaltalsaln kegialtaln sociall daln budalyal; daln 

f. Pembaltalsaln pergeralkaln oralng daln balralng menggunalkaln modal 

tralnsportalsi. 



 

 

 

86 

Peralturaln Bupalti Nomor 40 Ta lhun 2020 menjela lskaln tenta lng 

pelalksalnalaln PSBB paldal balb 2 balgialn kesaltu seperti dia ltals, untuk menca lri 

informalsi tenta lng pelalksalnalaln perbup tersebut, malkal peneliti mela lkukaln 

walwalncalral dengaln Balpalk Tusima ln selalku Kepallal Desal Malruyungsalri,
80

 

 ―dallalm melalksalnalkaln perbup tersebut, ka lmi sela lku alpalralt Desal 

Malruyungsalri sela llu mensosia llisalsi kepaldal malsyalralkalt beta lpal 

pentingnya l menjalgal protokol keseha ltaln demi mencega lh penyebalraln 

covid-19. Tentunyal kalmi menyedia lkaln falsilita ls kesehaltaln untuk 

malsyalralkalt seperti menga ldalkaln valksin daln penyedia laln 

halndszalnitizer dibebera lpal tempa lt umum. Sela lin itu kalmi juga l 

membentuk sa ltgals covid ya lng dialnggotalkaln oleh kalmi sendiri selalku 

alpalralt desal daln jugal aldal beberalpal malsyalralkalt yalng ikut terliba lt. 

Dallalm pelalksalnalaln PSBB sekalligus untuk pencega lhaln covid tentunya l 

kalmi sela llu mengaljalk malsyalralkalt untuk ikut serta l algalr malsyalralkalt 

palhalm balgalimalnal dallalm mencega lh penyebalraln covid ya lng bena lr, 

talpi mema lng dallalm reallitalnyal beberalpal malsyalralkalt yal altalu bisal 

dikaltalkaln malyoritals malsih belum bisa l meneralpkaln kebijalkaln PSBB 

dalri pemerinta lh daln mallalh enggaln mentalalti daln itu sallalh saltu 

halmbaltaln kalmi sela lku alpalralt desal. Bentuk dalri tindalkaln kalmi yalitu 

berupal opralsi malsker, penyemprota ln caliraln disinfekta ln daln paltroli di 

beberalpal tempalt untuk memeriksa l walrgalnyal tidalk aldal yalng 

berkerumun‖ 

 

Dalri penjela lsaln dialtals dalpalt dialmbil sebua lh titik temu ba lhwal alpalralt 

desal sudalh melalksalnalkaln kewaljibaln untuk menya lmpalikaln informalsi daln 

mengingaltkaln malsyalralkalt tenta lng balgalimalnal pencegalhaln covid-19 wallalupun 

malsih aldal beberalpal halmbaltaln, tetalpi seba lgali alpalralt desa l terus berusa lhal 

melalksalnalkaln sesuali alturaln. Dallalm pemberia ln informalsi altalu sosiallisalsi 
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mengenali hall tersebut juga l terdalpalt paldal perbup Balb IV Palsall 36, sebalgali 

berikut: 

BAlB IV  

SOSIAlLIAlSAlSI 

Palsall 36 

(1) Gugus Tuga ls mela lksalnalkaln kegia ltaln sosiallisalsi pela lksalnalaln PSBB 

dallalm ralngkal percepaltaln penalngalnaln covid-19 di Daleralh. 

(2) Medial informalsi daln komunika lsi yalng dalpalt digunalkaln dallalm 

kegialtaln sosiallisalsi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) 

dilalksalnalkaln melallui media l cetalk, medial elektronik da ln medial 

lalinnyal yalng efektif da ln efisien. 

Tidalk halnyal mengenali sosiallisalsi, teta lpi balntualn untuk kebutuhaln 

pokok balgi walrgal miskin a ltalu walrgal yalng sedalng isola lsi terkena l covid-19 

jugal diberikaln altals dalsalr peralturaln bupalti, sebalgali berikut: 

Balgialn Ketiga l 

Pemenuhaln Kebutuhaln Dalsalr Penduduk Sela lmal PSBB 

Palsall 28 

(1) Pemerintalh Daleralh dalpalt memberika ln balntualn kepaldal kelualrgal 

miskin da ln tidalk malmpu daln/altalu walrgal terdalmpalk covid-19 dallalm 

memenuhi kebutuha ln pokoknyal selalmal pelalksalnalaln PSBB. 

(2) Balntualn sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt (1), dalpalt bersumber da lri: 

a. Pemerintalh (AlPBN); 

b. Pemerintalh Daleralh Provinsi (AlPBD Provinsi); da ln/altalu  

c. Pemerintalh Daleralh (AlPBD) 

(3) Penerima l balntualn tidalk dalpalt menerima l balntualn secalral duplikalsi 

yalng bersumber da lri Pemerinta lh, Pemerinta lh Daleralh Provinsi, daln 

Pemerintalh Daleralh 
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Selalin itu penulis juga l melalkukaln walwalncalral dengaln sekretalris Desal 

Malruyungsalri yalitu Balpalk Supalrdi tenta lng bentuk peraln alpalralt desal seperti 

alpalkalh yalng diberika ln kepaldal malsyalralkalt,
81

 

―alpalralt desal selallu memberi pera ln penting kepa ldal malsyalralkalt berupa l 

edukalsi mengenali pencega lhaln penalngalnaln covid. Tentunya l peraln 

alpalralt desal yalng diberika ln aldallalh berupal memberi pengumuma ln 

jaldwall valksin, sela lin memberi informa lsi mengena li pencega lhaln covid 

alpalralt desal pun memberi ba lntualn berupal kebutuhaln walrgal yalitu 

sembalko daln beberalpal balntualn falsilitals untuk walrgal ya lng isola lsi 

malndiri. Jaldi intinya l alpalralt desa l selallu memberi peraln terbaliknyal 

berupal tindalkaln-tindalkaln yalng bisal membalntu malsyalralkalt‖ 

 

Halsil  walwalncalral tersebut kita l bisal mengetalhui balhwal alpalralt Desal 

Malruyungsalri telah memberika ln segala informasi mengenai perkembangan 

covid-19 dan bantuan pokok.  Bantuan untuk warga tidak mampu, warga 

korban covid bisa didapatkan melalui BLT Dana Desa.  

Selalin mela lkukaln walwalncalral dengaln sekreta lris desal, untuk 

kesempaltaln ini penulis mela lkukaln walwalncalral dengaln Kepallal dusun yalng aldal 

di Desal Malruyungsalri yalitu Balpalk Sugeng sela lku Kepallal Dusun Talrisi,
82

 

―salyal selalku kepallal dusun Talrisi di Desal Malruyungsalri ini sela llu 

memberi perha ltialn yalng terbalik untuk walrgal kalmi. Sela lin itu ka lmi 

jugal memberi informa lsi kepaldal walrgal algalr sela llu paltuh prokes da ln 

tetalp jalgal kesehaltaln. Terkaldalng kalmi dibalntu rt/rw mela lkukaln 

kegialtaln penyemprota ln disinfekta ln dimalsing-malsing rumalh walrgal 

daln memberi sebotol ha lnd Salnitizer. Da ln setialp kegia ltaln palsti sela llu 

aldal halmbaltaln tentunyal malsyalralkalt yalng belum ma lmpu ikut serta l 
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memaltuhi protokol keseha ltaln, talpi salyal selalku kepallal dusun tida lk 

henti-hentinyal untuk menginga ltkaln kepaldal walrgal yalng aldal didusun 

talrisi ini. Semua l bentuk tinda lkaln itu semua l termalsuk ralsal talnggung 

jalwalb daln peduli ka lmi kepaldal walrgal dallalm kondisi pa lndemi seperti 

ini.‖ 

 

  Halsil walwalncalral tersebut bisa l ditalrik benalng meralh, yalitu ba lpalk 

Sugeng selalku kepallal dusun talrisi sela llu memberi tinda lkaln himbalualn kepaldal 

malsyalralkaltnyal algalr sela llu memaltuhi protokol keseha ltaln, kalrenal untuk 

mencegalh penyalkit covid-19 ini palling tidalk mela lksalnalkaln protokol 

kesehaltaln dengaln balik daln benalr daln hindalri berkerumun. 

  Pernyaltalaln dialtals yalng telalh dijela lskaln oleh dua l Alpalralt desal 

mengenali pelalksalnalaln terbilalng sudalh dilalkukaln dengaln sebalik mungkin, teta lpi 

selalin pelalksalnalaln tentu peneliti ingin mengeta lhui balgalimalnal salnksi yalng 

diberikaln untuk walrgal yalng mela lnggalr, berikut penjela lsaln dalri dual alpalralt desal: 

 ―(Kepallal Desal), Salnksi kital berikaln kepaldal walrgal sesuali yalng aldal 

peralturaln. Sallalh saltunyal itu memberi peringaltaln, tegura ln lisaln altalu 

dengaln memberi sa lnksi kebersiha ln‖, 

 ―(Sekretalris Desal), Iyal kalmi salnksi sesua likaln dengaln aldal yalng di 

peralturaln, dengaln meninda lk walrgal malsyalralkalt ya lng aldal di Desal 

Malruyungsalri palling uta lmal yalitu memberi tegura ln, seperti itu mba lk. 

 Penjela lsaln tersebut disesua likaln dengaln peralturaln bupalti paldal BAlB 

VIII Palsall 39 mengena li salnksi yalng diberikaln balgi yalng mela lnggalr, 
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BAlB VIII 

PENEGAlKAlN HUKUM 

Palsall 39 

(1) Penegalkaln hukum dallalm ralngkal pelalksalnalaln peralturaln bupalti ini 

dilalkukaln oleh Gugus Tugals tingka lt Kalbupalten. 

(2) Kewenalngaln Gugus Tuga ls sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) 

meliputi: 

a. Melalkukaln tinda lkaln penertiba ln non-yustisia ll terhaldalp walrgal 

malsyalralkalt, alpalraltur, altalu baldaln hukum ya lng mela lkukaln 

pelalnggalraln terha ldalp peralturaln bupalti ini, seperti membuba lrkaln 

kerumunaln daln/altalu keralmalialn, yalng bertujua ln untuk melindungi 

malsyalralkalt dalri penyebalraln covid-19; 

b. Menindalk walrgal malsyalralkalt, alpalraltur, altalu baldaln hukum yalng 

menggalnggu ketertiba ln umum daln ketentralmaln malsyalralkalt; 

c. Melalkukaln tindalkaln penyelidika ln terhaldalp walrgal malsyalralkalt, 

alpalraltur, altalu baldaln hukum yalng didugal melalkukaln pelalnggalraln 

altals peralturaln bupalti ini; 

 Selalin walwalncalral kepaldal kepallal dusun Talrisi, penulis juga l 

walwalncalral kepaldal kepallal dusun Alnggalralksaln yalitu balpalk Kalrtim, 

mengenali terib a ltalu tidalknyal dallalm mena lalti peralturaln PSBB tersebut,
83

  

 ―paldal salalt alwall-alwall pemberla lkualn itu mema lng paldal alntusials talalt 

prokes, cumaln beberalpal walktu berla llu balhkaln sebentalr saljal 

malsyalralkalt didusun a lnggalralksaln ini suda lh enggaln mentalalti pera lturaln 

tersebut. Ta lpi salyal sebalgali kepallal dusun terka ldalng dibalntu rt/rw 

untuk sela llu menghimba lu kepaldal merekal algalr teta lp jalgal kesehaltaln 

daln paltuhi alturaln yalng aldal. Daln ketidalk talaltaln merekal pun 

disebalbkaln kalrenal malyoritals walrgal desal disini ka ln petalni ja ldi 

mereka l yal tidalk mungkin sa lalt berta lni mema lkali malsker. Yalng 

palstinya l kalmi sela llu control disa lalt aldal kegialtaln kealgalmalaln didesal 

altalu ditempa lt umum a lgalr selallu mencuci talngaln sebelum menyentuh 

                                                 
83

Wawancara dengan Bapak Kartim selaku Kepala Dusun Anggaraksan, pada tanggan 07 

Februari 2022. 



 

 

 

91 

alpalpun daln hindalri dalri kerumuna ln kalrenal covid ini cepa lt menula lr 

ketika l kital aldal dallalm kerumunaln yalng kital tidalk talhu balhwal sallalh 

saltu oralng disitu memba lwal penyalkit, ya lng penting sa lyal kepallal dusun 

selallu memalstikaln walrgal almaln nyalmaln daln sehalt‖ 

 Dalri pernyaltalaln dialtals menurut kepa llal dusun Alnggalralksaln balpalk 

Kalrtim, bisa l ditalrik kesimpula ln. Balhwalsalnyal walrgal-walrgal tidalk semua lnyal 

enggaln talalt paldal alturaln, tetalpi memalng kondisi mereka l altalu pekerjalaln 

merekal yalng membua lt peralturaln itu tida lk ditalalti. Paldal hallnyal semual bisal 

dilalkukaln kallalu sesuali dengaln situalsi daln kondisi sekita lr.  

 Halsil wa lwalncalral dengaln dual kepallal dusun menunjuka ln balhwal dallalm 

membalntu kepa llal desal daln alpalralt lalinnyal yalng selalku menjaldi Gugus tuga ls,  

tentu seba lgali kepallal dusun dibalntu rt/rw sehingga l membentuk kola lboralsi yalng 

balik untuk pela lksalnalaln ini, seperti ya lng terteral paldal peralturaln bupalti, berikut 

ini: 

BAlB V 

SUMBER DAlYAl PENAlNGAlNAlN COVID-19 

Palsall 34 

(1) Dallalm ralngkal melalksalnalkaln penalngalnaln daln penalnggulalngaln covid-

19 di daleralh, pemerinta lh daleralh menyusun balsis daltal daln informalsi 

kebutuhaln penyedialaln daln penyalluraln sumber dalyal. 

(2) Prosedur daln penggunalaln system informa lsi dallalm ralngkal penyedialaln 

daln penyalluraln sumber dalyal sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) 

ditetalpkaln oleh Ketua l Gugus Tugals. 

 

Palsall 35 

(1) Pemerintalh daleralh dalpalt melalkukaln kolalboralsi kelemba lgalaln dallalm 

pelalksalnalaln PSBB dengaln berbalgali pihalk sesuali dengaln ketentua ln 

peralturaln perundalng-undalngaln. 
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(2) Kolalboralsi kelemba lgalaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) 

dilalkukaln dallalm bentuk: 

a. Dukungaln sumber dalyal malnusial; 

b. Salralnal daln pralsalralnal;  

c. Daltal daln informalsi; daln/altalu 

d. Jalsal daln/altalu dukungaln lalin. 

 Dalri bebera lpal alpalralt desal daln kepallal dusun tela lh memberika ln 

penjelalsaln mengena li  pela lksalnalkaln PSBB tersebut, tentu sa lyal sebalgali 

penulis menyimpulka ln balhwal perbup mengena li PSBB sudalh dilalksalnalkn 

dengaln secalral malksimall, teta lpi dallalm kegia ltaln pun tida lk semual berjallaln 

sesuali halralpaln, tentu aldal halmbaltaln.  

 Penulis da llalm mela lkukaln penelitia ln tidalk salmpali kepaldal alpalralt desa l 

saljal, nalmun ingin mengeta lhui pendalpalt dalri malsyalralkalt Desa l Malruyungsalri 

mengenali balgalimalnal pendalpalt merekal aldalnyal covid-19 sertal balgalimalnal 

peraln dalri alpalralt desal yalng sudalh diberika ln kepaldal malsyalralkalt dallalm perihall 

tersebut. Seperti penda lpalt dalri Balpalk Iwaln daln Ibu Yaltin berikut ini, : 

 ―salyal sebalgali walrgal bialsal  yal talkut, palnic mendenga lr aldal virus itu. 

Alpallalgi kebalnyalkaln walrgal sini bekerja l sebalgali peta lni. Daln talhu aldal 

kebija lkaln psbb juga l kalmi belum pa lhalm mengena li isi a lturaln tersebut, 

talhunyal halnyal tidalk boleh kelua lr kotal saljal. Setela lh aldal virus daln 

kebija lkaln psbb dalri alpalralt desal sini pun memberi himba lualn daln 

falsilita ls kesehaltaln daln melalkukaln kegialtaln seperti va lksin, 

penyemprota ln disinfekta ln, daln pemba lgialn malsker. Daln walktu aldal 

virus tersebut, ka lmi yal sedikit mela lkukaln aldalptalsi dengaln sedikit 

memba ltalsi kegialtaln seperti bia lsal daln mema lkali malsker salalt kelua lr 

rumalh. Walrgal disini juga l lalmbalt lalun tidalk paltuh seperti a lwall-alwall, 

kaldalng mudalh terpenga lruh salmal oralng lalin,ketika l oralng itu tidalk 

menja llalni protocol keseha ltaln altalu malsker yal kalmi jugal ikut, paltuh 

halnyal alwall-alwall saljal itupun halnyal talhu mengenali psbb sedikit sa ljal‖. 
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Berdalsalrkaln penjela lsaln dalri perwalkilaln malsyalralkalt pun sudalh jela ls, 

balhwal malsyalralkalt malyoritals belum mema lhalmi isi da lri peralturaln bupalti 

mengenali aldalnyal kebijalkaln PSBB. Yalng mereka l talhu kuralng lebih 20%, da ln 

salalt sudalh diteta lpkaln mereka l menjallalni bukaln semaltal-maltal palhalm betul, 

tetalpi seperti ba lhalsal modern halnyal untuk forma llitals saljal. Oleh kalrenal itu, 

pelalksalnalaln PSBB salalt itu kura lng signifika ln di pedesalaln seperti ini.  

C. Alnallisis Efektivitas Alpalralt Desal dallalm Implementalsi Peralturaln Bupalti 

Palngalndalraln Nomor 40 Talhun 2020 tentalng Pedomaln PSBB dallalm 

Pencegalhaln penalngalnaln Palndemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyalsalh 

 Setela lh Penulis mengeta lhui efektivitas a lpalralt desal dallalm 

implementa lsi pera lturaln bupalti Palngalndalraln nomor 40 ta lhun 2020 tenta lng 

pedomaln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln palndemic covid-19 perspektif 

fiqh siyal>salh. Palndemi covid-19 yalng mela lndal di Indonesia l sejalk alwall talhun 

2020 hinggal salalt ini ma lsih belum hila lng daln malsih mengha lntui kehidupaln 

kital, talk terkecua lli di Ka lbupalten Palngalndalraln ini. Sehingga l pemerinta lh 

Kalbupalten Pa lngalndalraln mengelua lrkaln sebualh peralturaln daleralh yalng kita l 

ketalhui denga ln perbup no 40 ta lhun 2020 tenta lng pedoma ln PSBB dallalm 

pencegalhaln penalngalnaln palndemic covid-19. Aldalnyal perbup tersebut tentu 

salngalt berda lmpalk paldal kehidupaln malsyalralkalt di Ka lbupalten Palngalndalraln 

Desal Malruyungsalri, sehingga l penulis alkaln menja lbalrkaln dallalm perspektif fiqh 

siyalsalh. 

 Dallalm islalm dikena ll aldalnyal fiqh siyal>salh seperti yalng dikutip oleh Al.   

Djalzuli da llalm bukunyal yalng berjudul ―Fiqh Siyal>salh Implementalsi 
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Kemalslalhaltaln Umalt dallalm Ralmbu-Ralmbu Syalri‟alh‖ aldallalh hubungaln alntalral 

pemimpin di sa ltu pihalk daln ralkyaltnyal di pihalk lalin serta l kelembalgalaln-

kelembalgalaln yalng aldal di dallalm ma lsyalralkaltnyal.
84

 Termalsuk dallalm 

pembalhalsaln skripsi ini ya litu siyalsalh talnfidziyalh, kaltal siyalsalh beralsall dalri 

kaltal salsal beralrti mengaltur, mengurus, daln memerinta lhkaln altalu sualtu 

pemerinta lhaln, politik daln pembualtaln kebija lksalnalaln keputusaln. Pengertia ln 

balhwal kebalhalsalaln ini tujua ln siyalsalh aldallalh mengaltur daln membualt sualtu 

kebijalksalnalaln altals sesualtu yalng bersifa lt politik untuk menca lpali tujua ln 

tertentu.
85

 Kaltal siyalsalh dalpalt diliha lt dalri terminologinya l daln disini da lpalt 

perbedalaln pendalpalt tokoh a lhli hukum isla lm aldal yalng menya ltalkaln siya lsalh 

beralrti menga ltur sesualtu denga ln calral membalwal kemalslalhaltaln. Malkal ditalrik 

kesimpulaln fiqh siyal>salh yalitu sualtu taltalnaln yalng bergunal untuk menga ltur 

ketaltalnegalralaln dallalm balngsal daln bernega lral untuk menca lpali tujua ln 

kemalslalhaltaln malsyalralkalt.  

 Dallalm konsep fiqh siyalsalh menurut Al.Djalzuli aldal beberalpal petalkaln, 

sallalh saltunyal konsep wizalra lh. Wizalra lh aldallalh sallalh saltu alspek dallalm 

kenegalralaln yalng memba lntu tuga ls-tugals kepallal Negalral. Sedalngkaln walzir 

aldallalh oralng yalng memba lntu pela lksalnaln tugals-tugals kenegalralaln. Paldal malsal 

sebelumnyal wiza lralh telalh aldal, tetalpi belum terlemba lgalkaln. Ralsulullals SAlW, 

dibalntu oleh Albu Balkalr dallalm menyelesa likaln urusaln-urusaln kenega lralaln. 

Malsal Albu Baljalr ial dibalntu Umalr bin Khalttalb, daln malsal Balni Umalyyalh, 
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walzir halnya l berfungsi seba lgali penalsehalt. Di ma lsal Balni Albbalsiya lh ini, walzir 

mulali dilemba lgalkaln. Walzir memiliki tuga ls sebalgali talngaln kalnaln khallifalh. 

Walzir berhalk mengalngkalt daln memeca lhkaln pegalwali pemerinta lhaln, kepallal 

daleralh balhkaln halkim. Walzir jugal berperaln mengkoordinir depa lrtemen-

depalrtemen (diwaln), seperti diwaln all-khalrralj (depalrtemen perpaljalkaln), diwaln 

all jalisy (depalrtemen pertalhalnaln), diwaln balitul mall (depalrtemen keua lngaln).
86

   

  Pengertia ln lalin dalri walzir sebalgali pemba lntu dallalm pela lksalnalaln sualtu 

tugals disebutka ln dallalm All-Qur‘aln ketika l menyebutkaln tugals Nalbi Halrun 

membalntu Nalbi Musal dallalm mela lksalnalkaln dalkwalhnyal kepaldal Fir‘alun, 

sebalgalimalnal dallalm QS.Furqalaln : 35, yalng berbunyi: 

 

 

ََوُ  ََلْنَا مَ خَاهُ ىَرُو, ؤَلَقَدْ ءَاثََ يَْْ مُوسَى الْكِتبَ وَجَ َّ نَ وَزيِْ رًا  ~أَ  

  Daln sesungguhnyal kalmi telalh memberikaln All Kitalb (Taluralt) kepaldal 

Musal daln Kalmi telalh menjaldikaln Halrun saludalra lnyal, menyertali dial sebalgali 

walzir (pembalntu). 

  Dallalm sejalralh Islalm, pengertia ln walzir sebalgali pembalntu dalpalt diliha lt 

dalri peraln yalng dimalinkaln oleh Albu balkalr dallalm memba lntu tugals-tugals 

keralsulaln daln kenegalralaln Nalbi Muhalmmald SAlW Albu balkalr memalinkaln 

peraln penting seba lgali palrtner setial Nalbi Muhalmmald SAlW. Dialntalral yalng 
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tercaltalt dallalm sejalralh kesetia lnnyal menema lni Nalbi Muhalmmald SAlW hijra lh 

dalri Mekka lh ke Maldinalh. Sesalmpali di Ma ldinalh, Albu balkalr jugal sering 

dijaldikaln sebalgali temaln dallalm bermusya lwalralh memutuska ln berbalgali 

persoallaln umalt. Paldal salalt tera lkhir kehidupaln Nalbi, Albu balkalr pun menja ldi 

penggalnti Na lbi untuk mengima lmi umalt Isla lm Shallalt berja lmalalh. Tidalk halnyal 

Albu balkalr peraln sebalgali walzir jugal dimalinkaln oleh Umalr ibn all-Khalttalb. 

Kepaldalnya l Albu balkalr menyera lhkaln urusaln peraldilaln (all-qaldhal‟). Setela lh 

Umalr menja ldi khallifalh menggalntikaln Albu balkalr, selalnjutnyal peraln sebalgali 

walzir dima linkaln oleh Usmaln ibn Alffaln daln Alli ibnu A lbi Thallib. Khallifalh 

Umalr lebih ba lnyalk melalkukaln musyalwalralh meminta l pendalpalt kepaldal kedual 

salhalbalt ini untuk mela lkukaln kebijalksalnalaln politik.
87

 Nalmun meskipun 

pralktiknyal telalh dimalinkaln paldal malsal ini, istila lh walzir sendiri belum dikena ll 

ketikal itu.  

 Paldal malsal khallifalh all-Qalhir, All-Malwalrdi, alhli ta ltal Negalral paldal 

malsal Balni Albbals memba lgi walzir ke da llalm dual bentuk : pertalma l, walzir 

talfwidh, yalitu walzir yalng memiliki kekua lsalaln luals memutuska ln berbalgali 

kebijalkaln Negalral. Ial jugal merupalkaln coordinaltor kepallal-kepallal depalrtemen. 

Demikialn besalrnyal peralnaln walzir talfwidh ini, ma lkal yalng menduduki ja lbaltaln 

aldallalh oralng-oralng keperca lyalaln khallifalh. Kedual, walzir talnfidz, yalitu wa lzir 

yalng halnya l bertugals sebalgali pelalksalnal terhaldalp kebijalkaln yalng digalriskaln 

oleh walzir talfwidh. Jaldi Ial tidalk berwenalng menentuka ln kebijalkaln sendiri.  
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 Beberalpal penjelalsaln dialtals dalpalt dita lrik kesimpula ln, balhwal Walzir 

talnfidz dallalm hall ini ya litu sesua li dengaln alpal yalng penulis teliti mengena li 

peraln alpalralt desal dallalm implementa lsi peralturaln bupalti Pa lngalndalraln No 40 

talhun 2020 tenta lng pedomaln PSBB dallalm pencega lhaln penalngalnaln palndemi 

covid-19. Balhwalsalnyal alpalralt desal di Malruyungsalri disebut seba lgali walzir 

talnfidz kalrenal palral alpalralt desal ini halnyal melalksalnalkaln alpal yalng 

diperintalhkaln oleh Bupalti Pa lngalndalraln daln menjallalnkaln alpal yalng tela lh 

diputuskaln oleh Bupa lti tersebut, penyebuta ln walzir talnfidz tidalk lalin iallalh  

―penyalmbung lida lh‖ dalri kepallal negalral ke malsyalralkalt-malsyalralkalt ya lng 

dibalwalh nalungaln alpalralt desal.  

 Tugals dalri alpalralt desa l ini sesua li sebuta ln walzir talnfidz ya litu 

melalksalnalkaln tugals-tugals yalng telalh diputuska ln oleh Bupa lti Palngalndalraln 

lalin hallnyal tentalng menera lpkaln pedomaln PSBB untuk mencega lh penyebalraln 

covid-19, sallalh saltunyal yalng aldal dallalm peralturaln tersebut denga ln 

meneralpkaln protokol keseha ltaln, memberi himba lualn kepaldal malsyalralkalt untuk 

tidalk melalksalnalkaln pestal besalr seperti haljaltaln, daln menutup kegia ltaln falsilitals 

umum.  
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BAlB V 

   PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu 

langkah yang diambil oleh pemerintah baik dipemerintah pusat maupun 

daerah, kebijakan ini sangat efektiv jika masyarakat bisa mendukung 

kebijakan PSBB ini. Penulis menyimpulkan dari 2 bagian yaitu: 

1. Dibentuknya peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan PSBB 

dalam rangka penanganan covid-19 di wilayah Kabupaten Pangandaran 

termasuk Desa Maruyungsari, yang bertujuan untuk membatasi kegiatan 

tertentu dan pergerakkan dalam rangka menekan penyebaran covid-19. 

Pada teknis lapangan sebelum pengawasan, aparat desa melakukan 

koordinasi terlebih dahulu atau penjadwalan oleh semua anggota tim 

satgas. Berjalannya pemberlakuan PSBB, bahwa kebijakan tersebut belum 

berhasil, melihat bahwa semangat dan disiplin masyarakat untuk 

mematuhi perbup tersebut masih kurang dilihat dari jumlah kasus yang 

tiap harinya menambah. Hal tersebut diyakini kurangnya sosialisasi dan 

edukasi mengenai perbup dan bahaya covid-19 oleh pihak yang 

berwenang.   

2. Berdalsalrkaln paldal penelitia ln penulis tenta lng alnallisis Efektivitas a lpalralt 

desal dallalm implementa lsi perbup no 40 talhun 2020 tenta lng pedomaln 

PSBB perspektif fiqh siyalsalh, penulis menemuka ln balhwal dallalm perbup 

no 40 ta lhun 2020 halmpir seca lral keseluruhaln sudalh termalsuk dallalm 
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konsepsi fiqh siyalsalh yalng dimalnal alpalralt desal dallalm mengemba ln 

tugalsnyal kepaldal malsyalralkalt sesuali paldal perbup, halmpir seluruhnya l 

terdalpalt di da llalmnyal. Seperti dalam pengertian siyasah tanfidziyyah yakni 

eksekutor yang menjalankan amanat dan perintah.  

 

B. Salraln 

1. Ditujukaln kepaldal pemerinta lh untuk melalkukaln sosiallisalsi daln edukalsi 

secalral luals balik seca lral elektronik ma lupun non elektronik kepa ldal 

malsyalralkalt terkalit pentingnya l menalalti pedoma ln PSBB daln melalkukaln 

protocol keseha ltaln. 

2. Ditujukaln kepaldal alpalralt desal, baliknyal membentuk divisi khusus 

komunikalsi public untuk mensosia llisalsikaln mengena li perbup tersebut, 

algalr malsyalralkalt lebih pa lhalm daln lebih a lntusials ikut serta l dallalm 

pelalksalnalaln. Serta saat akan pemberian bantuan harus melakukan cek 

ulang terhadap data penerima agar tidak menuai kontra karena ketidak 

merata dalam pembagian bantuan. 
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TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Nama Informan : Bapak Tusiman (Informan 1) 

   : Bapak Supardi (Informan 2) 

Tanggal  : 07 Februari 2022 

Tema Wawancara : Peran Aparat Desa dalam Implementasi Perbup No. 40 

Tahun 2020 tentang PSBB 

I. Rekaman Wawancara Kepala Desa dan Staff Desa 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa masyarakat Desa Maruyungsari mengetahui betul 

tentang PSBB? 

Informan 1 Kalau saya katakan ya  mengetahui mengenai PSBB, tetapi lebih 

banyakan tidak mengetahui atau kata lain tidak paham apa itu 

PSBB. Yang mereka tau hanya PSBB itu larangan bepergian luar 

daerah atau luar kota saja. Untuk berkegiatan diluar rumah atau 

kegiatan besar lainnya mereka tetap melaksanakan seperti biasa. 

Informan 2 Menurut saya, mereka Mengetahui hanya sekedar tahu saja tanpa 

tahu seperti apa bentuk perintah dan larangan dalam PSBB itu. 

Peneliti Sejak kapan dan Bagaimana kesiapan aparat Desa 

Maruyungsari dalam melaksanakan Peraturan Bupati 

mengenai PSBB? 

Informan 1 Kami selaku aparat desa, setelah ada informasi peraturan 

tersebut. Kesiapan kami langsung mengumpulkan seluruh staff 

untuk memusyawarahkan tentang pelaksanaan perbup tersebut. 

Selesai musyawarah dengan aparat desa,  kami juga mengajak 

beberapa masyarakat untuk ikut serta. 



 

 

 

Informan 2 Alhamdulillah kami sebagai perangkat Desa maruyungsari 

bersama masyarakat,meskipun pada awal-awal pandemic dan 

kebijakan tersebut banyak terdapat kendala karena perlu waktu 

untuk adaptasi, namun proses membutuhkan waktu kebijakan 

tersebut lambat laun dapat dilaksanakan dengan baik.  

Peneliti Peran apa yang sudah dilakukan aparat desa untuk 

mewujudkan peraturan tersebut di desa ini? 

Informan 1 Tentunya, yang pertama kami langsung mengadakan rapat dan 

mengumpulkan seluruh komponen desa yang ada untuk 

berembug langkah-langkah untuk melaksanakannya. Peran kami 

yang dilakukan ada pemberian sarana dan fasilitas ditempat 

umum, memberikan himbauan kepada masyarakat, dan sekalinya 

kami juga ada yang namanya patrol ketertiban sesuai kondisi 

tertentu. 

Informan 2 Kami telah berusaha keras memberikan peran atau tindakan 

lainnya untuk melaksanakan peraturan mengenai PSBB di desa 

ini. Meskipun demikian masih terdapat kekurangan kendala dan 

lainnya, karena memang belum memahami dan perlu adaptasi 

dalam keadaan ini. 

Peneliti  Kendala apa yang dihadapi oleh Aparat Desa dalam 

melaksanakan Peraturan Bupati tersebut? 

Informan 1 Ya namanya peraturan yang telah ditata sedemikian rupa, pasti 

kendala itu ada saja. Kendala kami yaitu keterbatasan dalam 

pelayanan yang membuat masyarakat belum dapat dilayani secara 

maksimal, kemudian masyarakat terkadang tidak memberi 

partisipasi yang maksimal jika kami mengadakan kegiatan oprasi 

masker ataupun patrol ketertiban disuatu tempat 

Informan 2 Kalau menurut saya mensimpulkan kendalanya ada pada 

keterbatasan kepahaman pada masyarakat. Hal itu karena untuk 

pelaksanaan peraturan tersebut belum disosialisasikan secara 



 

 

 

  

langsung kepada warga kami. Dan kami sbg aparat desa hanya 

melaksanakan yang sesuai dalam aturan saja. 

Peneliti  Sanksi apa dari Aparat Desa Maruyungsari yang diberikan 

kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan 

tersebut? 

Informan 1 Sanksi kita berikan kepada warga sesuai yang ada peraturan. 

Salah satunya itu memberi peringatan, teguran lisan atau dengan 

memberi sanksi kebersihan, 

Informan 2 Iya kami sanksi sesuaikan dengan ada yang di peraturan, dengan 

menindak warga masyarakat yang ada di Desa Maruyungsari 

paling utama yaitu memberi teguran, seperti itu mbak. 

Peneliti  Apa tahap perencanaan kedepan Aparat Desa dalam 

menghadapi situasi seperti ini agar lebih efektif dan lebih 

baik lagi? 

Informan 1 Tahap rencana kedepan dari perangkat desa Maruyungsari yaitu, 

kami akan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan akan 

diperbaiki dikegiatan selanjutnya, jika virus ini merebak kembali. 

Akan lebih mengkondisikan masyarakat kami untuk terus patuh 

pada peraturan pemerintah, karena bagaimana pun peraturan itu 

dibuat untuk kebaikan kita bersama juga. 

Informan 2 Rencana kedepannya yaitu, memberi peran atau tindakan yang 

lebih baik lagi. Melakukan koreksi disetiap kegiatan agar menjadi 

sebagai pembelajaran untuk kedepannya. 



 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 

Nama Informan : Bapak Sugeng (Informan 1) 

   : Bapak Kartim (Informan 2) 

Tanggal  : 07 Februari 2022 

Tema Wawancara : Peran Aparat Desa dalam Implementasi Perbup No. 40 

Tahun 2020 tentang PSBB 

 

II. Rekaman Wawancara Kepala Dusun Tarisi dan Anggaraksan 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana peran bapak selaku kepala dusun dalam menjalankan 

perbup tentang psbb? 

Informan 1 Iya peran saya sebagai kepala dusun disini selalu mengajak warga 

untuk terus mematuhi aturan dengan menerapkan protocol 

kesehatan, seperti memakai masker saat keluar rumah, selalu 

mencuci tangan. Dan tidak lupa saya dibantu rt dan rw setiap2 

minggu sekali menyemprotkan cairan disinfektan ke masing-

masing rumah warga. 

Informan 2 Saya kepala dusun Anggaraksan memberi peran semaksimal 

mungkin dalam aturan psbb ini, menertibkan warga, mengkontrol 

warga atau melihat data di rt rw apakah ada yang terkonfirmasi 

virus atau tidak. Dan pasti saya memberi contoh untuk warga 

untuk menerapkan 5M. 

Peneliti Bagaimana bentuk pelaksanaan pssb dan dalam pencegahan 

virus? 

Informan 1 Bentuk pelaksanaan itu, melakukan pemantauan yang dimana 

dibantu oleh Gugus Tugas, dan melaksanakan kegiatan sosialiasi 

pelaksanaan PSBB. 

Informan 2 Pelaksanaan meliputi pemberian penanganan pelayanan 



 

 

 

kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan tempat perbelanjaan 

atau tempat ibadah, karena warga di sini kalau masalah ibadah 

sungguh luar biasa. Tapi memang terbatas waktu beribadah pada 

saat itu. 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan yang ada dalam 

peraturan tersebut? 

Informan 1 Hambatan disetiap kegiatan apapun ya mbak, pasti ada. Dan 

hambatan dalam kegiatan untuk mendorong masyarakat patuh 

aturan itu ya kurangnya partisipasi dari mereka, dan sikap yang 

acuh yang kami terima. Jadi ya kami lebih susah untuk bisa 

mengatur masyarakat disini. 

Informan 2 Hambatanya ya biasa dalam kehidupan desa ketika ada masalah 

yang tak biasa atau aturan yang tak biasa dan mendadak seperti itu 

pasti membuat mereka tidak memperdulikan. Awalnya memang 

menaati, tapi berjalan waktu enggan dalam hal itu.  

Peneliti  Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut dalam 

pelaksanaannya? 

Informan 1 Mengatasi hambatan itu, kami melakukan cara lain selain tindakan 

yang sudah dilakukan. Yaitu, menambahkan kegiatan berupa 

mengajak beberapa masyarakat untuk ikut oprasi masker dan 

pembagian cairan disinfektan. 

Informan 2 Hambatan yang kami atasi tentu dengan kegiatan yang bisa 

membuat masyarakat ikut andil dan yang akhirnya muncul rasa 

kepahaman tersendiri mengenai aturan tersebut.  Hal itu bisa 

membuat masyarakat patuh dengan keadaan  
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III. Rekaman Wawancara masyarakat Desa Maruyungsari 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana tanggapan bapak tentang covid-19? 

Informan 1 Tanggapan saya ada covid itu ya panik kawatir terkena aja 

soalnya sudah tua 

Informan 2 Saya mendengar ada kabar virus itu ya takut, jadi kepikiran. 

Apa nanti bisa berkegiatan seperti biasanya, apalagi saya 

petani.  

Peneliti  Apa bapak mengetahui adanya mengenai kebijakan PSBB 

dari pemerintah atau Bupati Pangandaran untuk 

mencegah penyebaran virus tersebut? 

Informan 1 Saya tau ada kebijakan itu, tapi belum paham apa aja yang ada 

didalam aturan itu.   

Informan 2 Iya aturan itu udah banyak yang perbincang2, tapi memang 

saya dan tetangga saya juga belum paham mengenai itu. 

Taunya kita jangan pergi keluar kota saja. 

Peneliti  Menurut bapak Peran atau tindakan seperti apa yang 

sudah diberikan oleh aparat Desa Maruyungsari untuk 

masyarakat disini dalam melaksanakan PSBB ? 

Informan 1 Dari aparat desa ya menyediakan fasilitas kesehatan, oprasi 

masker. Ada kegiatan penyemprotan disinfektan yang 



 

 

 

dilakukan oleh rt dan dibantu beberapa warga 

Informan 2 Aparat desa memberi himbauan ke keliling dusun 

menggunakan mobil, ada juga pembagian masker, mengajak 

untuk tetap dirumah saja 

Peneliti  Bagaimana cara bapak dan masyarakat disini beradaptasi 

dengan adanya virus covid-19 dan ditetapkannya peraturan 

tersebut ? 

Informan 1 Ya kalau saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa tetapi 

sedikit dibatasi, dan mencoba menerima keadaan virus yang 

sudah ada. Pelan-pelan menggunakan masker kemana saja 

Informan 2 Adaptasi saya paling itu belajar pakai masker ketika saya ke 

pasar atau kerumah saudara ya keluar rumah  

Peneliti  Apakah bapak/ibu dan masyarakat disini mematuhi 

sepenuhnya adanya kebijakan tersebut? 

Informan 1 Kami sebagai warga dusun disini ya awal awal mematuhi, 

tetapi seiring berjalan waktu. Sulit untuk kami menerima, 

apalagi kami sebagai pekerja tani. Ya otomatis gak mungkin 

keluar saat berpetani memakasi masker. 

Informan 2 Sebagai manusia ya kadang patuh kadang kadang tidak, kami 

juga melihat kondisi keadaan disekitar kami. Terkadang ikut-

ikut yang patuh ada aja yang mengikuti tidak patuh aturan 

 

  



 

 

 

DOKUMEN FOTO WAWANCARA 

  

Gambar 1. Izin Penelitian ke Kepala Desa 

Gambar 2. Wawancara bersama Kepala Desa 



 

 

 

 

  

Gambar 3. Wawancara Sekretaris Desa 

Gambar 4. Wawancara KADUS Tarisi 



 

 

 

Gambar 5. Wawancara KADUS Anggaraksan 

Gambar 6. Foto bersama Aparat Desa 



 

 

 


